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KATA PENGANTAR

Puji  syukur kami  panjatkan  ke  hadirat Allah  SWT,  Tuhan  Yang  Maha  Esa karena
atas limpahan rahmat-Nya kami  dapat menyelesaikan  penyusunan  Dokumen  Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024. Dokumen Perubahan Rencana
Kerja  Pemerintah  Desa  (RKP  Desa)  ini  merupakan  suatu  dokumen  yang  harus  disusun
sebagai tuntutan penyelenggaraan tata pemerintahan desa yang baik dalam melaksanakan
pembangunan   selama    kurun   waktu    1    (satu)   tahun   anggaran,    guna   mewujudkan
pembangunan   Desa   Nanjung   Mekar   yang   terarah   dan   berkesinambungan   melalui
mekanisme yang berlaku.

Penyusunan  RKP  Desa  ini sebagai  referensi  untuk pembangunan  di  Desa sesuai
Undang-undang  Nomor 6 Tahun 2014 tentang  Desa dan  Peraturan Menteri  Desa,  PDTT
Nomor 21  tahun 2020 tentang  Pedoman  Umum Pembangunan Desa dan  Pemberdayaan
Masyarakat Desa.

Perencanaannya  disusun  berdasarkan  tahapan  yang  mengacu  pada  regulasi  tersebut,
yakni:

1.   pembentukan tim penyusun RKP Desa;

2.   pencermatan  dan  penyelarasan  rencana  kegiatan  dan   pembiayaan   Pembangunan
Desa;

3.   pencermatan ulang RPJM Desa;

4,   penyusunan rancangan RKP Desa dan DU RKP Desa;

5.   Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan DU- RKP Desa; dan

6.   musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan DU-RKP Desa.

Rencana  pembangunan  satu  tahun  ke  depan  yang  akan  dilaksanakan  di  Desa
merupakan rencana strategis dari hasil potret Desa yang telah dilakukan oleh Desa sendiri
semisal Pendataan SDGs Desa, penggalian aspirasi, pemetaan masalah dan potensinya,
serta penentuan prioritas program dan  kegiatan sehingga masyarakat memiliki partisipasi
dalam kemandirian pembangunan Desa itu sendiri.

Maksud  penyusunan  Perubahan  RKP  Desa  Tahun  2024  Desa  Nanjung  Mekar
adalah  sebagai  penjabaran  visi,  misi,  dan  program  Desa  yang  memuat  arah  kebijakan
pembangunan dan keuangan Desa, arah dan strategi pembangunan desa, serta tahapan
program dan kegiatan.

Adapun  tujuan  penyusunan  Perubahan  RKP  Desa  Tahun  2024  Desa  Nanjung  Mekar
adalah sebagai berikut:

1.   Tersedianya    suatu    dokumen    yang    jelas    sebagai    dasar    dalam    pelaksanaan
pembangunan selama 1  (satu) tahun anggaran;

2.   Menjamin sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian;

3.   Terciptanya    sinergitas    pembangunan    Desa    Nanjung    Mekar    dengan    rencana
pembangunan Daerah Kabupaten Bandung;

4.   Sebagai  bahan evaluasi dan  pengendalian pembangunan desa serta bahan penilajan
terhadap hasil capaian kinerja Pemerintahan Desa Nanjung Mekar selama satu tahun;
dan

5.   Diharapkan     dapat     mendorong      partisipasi     dan     semangat     gotong      royong
masyarakatDesa Nanjung Mekar.



Demikian Penyusunan Dokumen Perubahan RKP Desa Tahun 2024 Desa Nanjung Mekar
kami  buat,  besar harapan  kami  bahwa  dokumen  Perubahan  Rencana  Kerja  Pemerintah
Desa   (RKP   Desa)   desa   Nanjung   Mekar   ini   dapat   dilaksanakan   secara   konsisten,
terintegrasi,   terpadu   dan   transparan   melalui   koordinasi   perencanaan,   pelaksanaan,
pemantauan  dan  evaluasi  kegiatan  pembangunan  guna  mencapai  visi  pemerintah  Desa
yang pada akhirnya mensejahterakan masyarakat Desa Nanjung  Mekar secara luas, dan
kepada segenap pihak yang terkait kami ucapkan terima kasih.
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BABI

PENDAHULUAN

1.1        LATAR BELARANG

Bahwa  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 6  Tahun  2014  tentang  Desa,  Desa
adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa,
adalah  kesatuan  masyarakat hukum yang  memiliki  batas wilayah yang  berwenang  untuk
mengatur   dan   mengurus   urusan   pemerintahan,   kepentingan   masyarakat   setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Landasan
Pemikiran   dalam   pengaturan   mengenai   desa   adalah   keaneka-ragaman,   partisipasi,
otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang
diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota,
maka  sebuah  desa  diharuskan   mempunyai   perencanaan  yang   matang   berlandaskan
partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia
Nomor 11  Tahun 2019 Tentang  Perubahan  Kedua atas Peraturan  Pemerintah  Nomor 43
Tahun  2014  Tentang   Peraturan   Pelaksanaan   Undang-Undang   Nomor  6  Tahun  2014
Tentang     Desa,     Peraturan     Pemerintah    ini    disusun    dalam     rangka    mewujudkan
penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang
baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-
Undang   Nomor   6   Tahun   2014   tentang   Desa,   antara   lain   kepastian   hukum,   tertib
penyelenggaraan  pemerintahan,  tertib  kepentingan  umum,  keterbukaan,  profesionalitas,
akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam
melaksanakan  pembangunan  Desa,  diutamakan  nilai  kebersamaan,  kekeluargaan,  dan
kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan §osial.

Peraturan   Pemerintah   ini   menjadi   pedoman   bagi   Pemerintah   dan   Pemerintah
Daerah,   masyarakat,   dan   pemangku   kepentingan   lainnya  dalam   mewujudkan  tujuan
penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang  Nomor 6 Tahun
2014  tentang  Desa,  yakni  "Terwujudnya  Desa  yang  maju,  mandiri,  dan  sejahtera  tanpa
harus kehilangan jati diri".

Bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  79  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014
tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai
dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana  Kerja  Pemerintah  Desa yang  selanjutnya disebut RKP  Desa merupakan
penjabaran  dari  RPJM  Desa  untuk jangka waktu  1  (satu)  tahun  yang  memuat  rencana
penyelenggaraan     Pemerintahan     Desa,     pelaksanaan     pembangunan,     pembinaan
kemasyarakatan,   dan   pemberdayaan   masyarakat   Desa,   hasjl   evaluasj   pelaksanaan
pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan
perdesaan/ antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta
adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai  Rencana  strategis  pembangunan  tahunan  Desa,  RKP  Desa  merupakan
dokumen   perencanaan   pembangunan   yang   bersifat   reguler   yang   pelaksanaannya
dilakukan  oleh  Pemerintah  Desa  dengan  melibatkan  seluruh  masyarakat  desa  dengan
semangat  gotong-royong.  RKP  Desa  merupakan  satu-satunya  dokumen  perencanaan
pembangunan   tahunan   yang   dipakai   sebagai   pedoman   atau   acuan   pelaksanaan
pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa
tahun anggaran bersangkutan.
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Rancangan  Perubahan  RKP  Desa  disusun  oleh  Pemerintah  Desa,  dibahas  dan
disepakati  oleh  Pemerintah  Desa,  BPD  dan  masyarakat  dalam  Musrenbang  Desa,  dan
selanjutnya  ditetapkan  dengan  Peraturan  Desa.  Peraturan  Desa  ditetapkan  oleh  Kepala
Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

1.2.      DASARHUKUM

1.   Undang-Undang     Nomor    25     Tahun     2004     tentang     Sistem     Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
104);

2.    Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  (Lembaran  Negara  tahun
Republik  Indonesia Tahun 2014  Nomor 7, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 5495);

3.   Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  (Lembaran  Negara
tahun  Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  7.  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

4.   Peraturan    Pemerintah    Nomor   8   Tahun    2008   tentang    Tahapan,    Tatacara
Penyusunan,  Pengendaljan  dan  Evaluasi  Pelaksanaan  Rencana  Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5.   Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang  Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia   Tahun   2014   Nomor   123,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  11   Tahun  2019  tentang  Perubahan  Kedua  atas
Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan
Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2014 tentang  Desa (Lembaran  Negara Republik
Indonesia   Tahun   2014   Nomor   123,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Nomor 5539);

6.   Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber
dari  Anggaran   Pendapatan  dan   Belanja   Negara   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia   Tahun   2014   Nomor   168,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik
Indonesia  Nomor 5558) sebagaimana telah diubah  beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 57);

7.   Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2017 tentang  Pedoman  Pembinaan  dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041 );

8.   Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2021  tentang  Badan  Usaha  Milik  Desa

(Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2021    Nomor   21,   Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

9.   Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  104  Tahun  2021  tentang  Rincian
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  Tahun  Anggaran  2022  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021  Nomor 260);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111  Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis
Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091 );



11.Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   81    Tahun   2015   tentang   Evaluasi
Perkembangan  Desa  Dan  Kelurahan  (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2015 Nomor 2037);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

13.Peraturan   Menteri    Dalam   Negeri   Nomor   110   Tahun   2016   tentang    Badan
Permusyawaratan Desa (Berifa Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

14.Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   86   Tahun   2017   tentang   Tata   Cara
Perencanaan,   Pengendalian   Dan   Evaluasi   Pembangunan   Daerah,   Tata   Care
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang  Rencana Pembangunan Jangka
Panjang  Daerah  Dan  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  Daerah,  Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 96 Tahun  2017 tentang Tata Cara  Kerja
Sama  Desa  di  Bidang  Pemerintahan  Desa  (Berita  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1444);

16.Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Republik   Indonesia   Nomor   18   Tahun   2018
Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

17.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri   Nomor  20  Tahun  2018  tentang  Pengelolaan
Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611 );

18. Peraturan Menteri Dalam  Negeri  Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem  lnformasi
Pemerintahan   Daerah   (Berita   Negara   Republik  Indonesia  Tahun  2019  Nomor
1 114);

19.Peraturan   Menteri   Desa,   Pembangunan   Daerah   Tertinggal   dan   Transmigrasi
Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2019  tentang   Musyawarah  Desa  (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

20.Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor  90   Tahun   2019   tentang   Klasifikasi,
Kodefikasi, dan  Nomenklatur Perencanaan  Pembangunan dan  Keuangan  Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

21.Peraturan   Menteri   Desa,   Pembangunan   Daerah  Tertinggal,   Dan  Transmigrasi
Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);

22. Peraturan   Menteri   Desa,   Pembangunan   Daerah   Tertinggal   dan   Transmigrasi
Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2020  tentang  Prioritas  Penggunaan  Dana
Desa Tahun 2021  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

23,Peraturan   Menten.  Desa,   Pembangunan   Daerah  Tertinggal,   Dan  Transmigrasi
Nomor   21   Tahun   2020   tentang   Pedoman   Umum   Pembangunan   Desa   dan
Pemberdayaan  Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1633);

24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

25.Peraturan   Menteri   Desa,   Pembangunan   Daerah  Tertinggal,   Dan  Transmigrasi
Nomor  3   Tahun   2021   tentang   Pendaftaran,   Pendataan   Dan   Pemeringkatan,
Pembinaan  dan  Pengembangan,  dan  Pengadaan  Barang  dan/atau  Jasa  Badan



Usaha  Milik  Desa/Badan   Usaha  Milik  Desa  Bersama  (Berita  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2021  Nomor 252);

26.Peraturan   Gubemur   Jawa   Barat   Nomor   25   Tahun   2023   tentang   Rencana
Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 - 2026;

27. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bandung  Nomor 13 Tahun 2007 tentang  Pedoman
Pembentukan  dan  Penyusunan  Peraturan  Desa  (Lembaran  Daerah  Kabupaten
Bandung Tahun 2007 Nomor 13);

28.Peraturan  Daerah  Nomor 6  Tahun  2022  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021  Nomor 6);

29.Peraturan   Bupati   Nomor   169   Tahun   2021    tentang   Pedoman   Pengeloalaan
Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021  Nomor 169);

30. Peraturan Bupati Bandung Nomor 278 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan
Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2023 Nomor 278);

31.Perubahan  Atas  Peraturan  Bupati  Nomor  306  Tahun  2022  Tentang  Pedoman
Pelaksanaan  Bantuan  Keuangan  Khusus  Program  Bunga  Desa  Di  Kabupaten
Bandung;

32. Peraturan  Bupati  Bandung  Nomor 279 Tahun 2023  Pedoman  Pengelolaan  Dana
Desa;

33. Peraturan  Bupati  Bandung  Nomor 3 Tahun 2022 Tentang  Petunjuk  Pelaksanaan
Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kabupaten Bandung;

34. Peraturan Bupati Bandung Nomor41 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Bupati
Bandung Nomor 154 Tahun 2021  Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

35.Peraturan   Desa   Nanjung   Mekar   Nomor   06   Tahun   2023   tentang      Rencana
Pembangunan   Jangka   Menengah   Desa   Periode  2023-2029   (Lembaran   Desa
Nanjung Mekar Tahun 2023 Nomor 06 ).

1.3.        IVIAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan  Rencana  Kerja  Pembanguan  Desa  (RKP  Desa)  tahun  2024  adalah
rencana  pembangunan tahunan  desa yang disusun  oleh  masyarakat untuk pelaksanaan
Tahun Pertama dalam dokumen RPJM Desa tahun 2024 - 2029.

Rencana   pembangunan   ini   dilaksanakan   dengan   memperhatikan   kemampuan
masyarakat  dan  pemanfaatan  sumber  daya  pembangunan  yang  ada,  guna  menjawab
permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

a. Maksud

1 )   Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa;

2)   Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;

3)   Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;

4)  Menampung  aspirasi  yang  sesuai  kebutuhan  masyarakat  dan  dipadukan  dengan
program pembangunan supra desa;

5)  Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan

6)  Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar Desa.

b. Tuiuan
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1 )   Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1  (satu) tahun;

2)  Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;

3)   Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;

4)   Menetapkan kerangka pendanaan;

5)  Agar    desa    memiliki    dokumen    perencanaan    pembangunan    fahunan    yang
berkekuatan hukum tetap;

6)  Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa; dan

7)  Sebagai  dasar  penyusunan  Peraturan  Desa  tentang  Anggaran  Pendapatan  dan
Belanja Desa (APB Desa)

1.4.      TAHAPAN PENYUSUNAN

Proses Penyusunan  Perubahan  RKP  Desa  Nanjung  Mekar Tahun 2024 dilakukan
melalui  tahapan  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Desa,  PDTT  Nomor 21  Tahun  2020,
sebagai berikut:

1.   Pembentukan tim penyusun RKP Desa;

2,   Pencermatan  dan  penyelarasan  rencana  kegiatan  dan  pembiayaan   Pembangunan
Desa;

3.   Pencermatan ulang RPJM Desa;

4.   Penyusunan rancangan RKPDes dan DU RKP Desa;

5.   Musrenbang  Desa  pembahasan  rancangan  RKP  Desa dan daftar usulan  RKP  Desa;
dan

6.   musyawarah  Desa  pembahasan  dan  pengesahan  RKP  Desa dan  daftar usulan  RKP
Desa.

1.5.        SISTEMATIKA

Perubahan  Rencana  Kerja  Pemerintah  Desa  Nanjung  Mekar Tahun 2024 disusun
dengan sistematika sebagai berikut:

1)   Halaman Judul;

2)   Kata Pengantar;

3)   Daftar lsi;

4)   Bab I  Pendahuluan;

5)   Bab 11 Gambaran Umum Desa;

6)   Bab Ill Sasaran dan Prioritas Pembangunan Desa;

7)   Bab lvArah Kebijakan Keuangan Desa;

8)   Bab V Penutup;

9)   Lampiran Matrik RKP Desa Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Skala Desa;

10)Lampiran Matrik RKP Desa Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Kawasan Perdesaan;

11)Lampiran    Matrik    RKP    Desa    Bidang,    Sub    Bidang    dan    Kegiatan    Percepafan
Penanggulangan Kemiskian;

12)Lampiran Matrik DU-RKP Desa;



13)Lampiran Rencana Kerja Rencana Anggaran Biaya (RK-RAB) Belanja Desa.

BAB 11

GAMBARAN UMUM DESA

2.1.         KONDISI  UIVIUIVI  DESA

Desa  Nanjung  Mekar  merupakan  salah  satu  Desa  di  Kecamatan  Rancaekek yang
terletak di sebelah timur wilayah Kabupaten Bandung, dengan orbitasi:

Jarak ke Kecamatan : 6 Kin

Jarak ke Kabupaten : 49 Kin

Jarak ke lbu Kota Provinsi : 31  Kin

Jarak ke lbu Kota Negara :  173 Kin

Secara  geografis  Desa  Nanjung  Mekar terletak pada  Koordinat  Lintang  (Latitude) -

6.970665,    Lintang    Utara    107.818708,    Lintang    Selatan   -6.969316,    Koordinat   Bujur

(Longitude)  107.808479,   ketinggian  tanah  dari  permukaan  laut  600  -  668  in,  dengan

topografi  dataran  rendah  dan  suhu  udara  rata-rata  28-29  °c.  Sedangkan  luas dan  batas

wilayah administratif Desa Nanjung Mekar.

Luas wilayah berdasarkan  pembagian  Dusun di  Desa Nanjung  Mekar dapat dilihat

pada tabel dan gambar berikut:

Tabel I

Luas Wilayah Desa

Luas Desa 142,483 Ha

Luas lahan pemukiman 82,193 Ha

Luas lahan persawahan 45Ha

Luas lahan pemakaman umum 4Ha
Luas lahan perkantoran 0,29 Ha
Luas lahan industri 9Ha

Luas Prasarana Umum lainnya 2Ha
Sumber: Pemerintah Desa Nartyung Mekar Tahun 2023



Sumber: Sumber: Pemerintah Desa Nanjung Mekar Tahun 2023

Gambar 1

Luas Wlayah Desa

Luas wilayah berdasarkan pembagian Dusun di Desa Nanjung Mekar dapat
dilihat pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 2

Luas Wilayah Berdasarkan Pembagian Dusun

NO. DUSUN RW JUMLAH RT Luae (Ha)

1 DUSuN  I 01 3 13,233

02 5 14,53

06 4 9,5

03 4 9,05

2 DUSUN  11 04 4 8,7

11 3 9,9

05 3 6,7

3 DUSUN  Ill 09 3 10,15

10 4 8,12

14 7 6,4

07 4 14,67

4 DUSuN IV 08 4 15,41



12 4 8,22

13 3 7,9

JUMIAH 14 55 142,483

Sumber: Pemerintah Desa Nartyung Mekar Tahun 2023

Sumber: Pemerintah Desa Nartyung Mekar Tahun 2023

Gambar 2

Luas Vvilayah Desa Berdasarkan Pembagian Dusun

Batas wilayah administratif Desa Nanjung Mekar dapat dilihat pada tabel
berikut:

Tabel 3

Batas Wilayah Desa

Sebelah Utara Berbatasan       dengan                 Desa  sindangpakuon,

Desa  Suka  Dana  dan  Desa  Cihanjuang

Keca matan               C imangg u ng                      Kabupaten

Sumedang.

Sebelah Timur Berbatasa n           d enga n           Desa               Pa nenjoan

Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.

Sebelah Selatan Berbatasa n           dengan           Desa                H au rpug u r

Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung.

Sebelah Barat Berbatasan          dengan           Desa              C angkua ng

Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung.

Sumber: Pemerintahan Desa Nanjung Mekar Tahun 2023



2.2. Kondisi Sosia. Budaya Desa

Secara umum Kondisi sosial Budaya Desa dapat dilihat dari

beberapa faktor diantaranya:

1.    Kondisi   Demografis/Kependudukan,   berdasarkan   data   Pemerintah
Desa  Nanjung  Mekar pada tahun  2023 jumlah  Penduduk  Desa  11.951
Jiwa,    berjenis    Kelamin    Laki    laki    =    5.982   Jiwa,    berjenis    Kelamin
Perempuan  =  5.969  Jiwa.  Data  ini  akan  selalu  berubah  setiap  tahun
karena  pendataan/updating  akan  dilaksanakan  setiap  1   (satu)  tahun
sekali.

Tabel 4

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jumlah Jenis Kelamin

No. Jenis Kelamin Jumlah Prosentase (%)

1. Laki-laki 5.982 50,05%

2. Perempuan 5.969 49,95%

Total 11.951 100,00%

Sumber : Data Pemerintah Desa Nanjung Mekar 2023

Sumber : Data Pemerintan Desa Nanjung Mekar 2023

Gambar 3

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 5
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Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No. Usia (Tahun) Jumlah Prosentase

1. Balita 1 .105 09,25%

2. 06-18 2.874 24,05%

3. 19    -24 1.212 10,14%

4. 25   -59 6.067 50,77%

5. >60 693 05,80%

Jumlah 11.951 100,00%

Sumber : Data Pemerintah Desa Nanjljng Mekar 2023

Sumber : Data Pemerintah Desa Nartyung Mekar 2023

GambaLr 4

Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

2.    Kondisi    Kesehatan    lvlasyarakat,    salah    satu    kunci    keberhasilan

pembangunan suatu Desa itu berhasil adalah dibidang kesehatan, jika hal
kesehatan  masyarakat terjamin  dan  pemenuhan  hak hak dasar manusja
dibidang  kesehatan  terpenuhi,  maka  pembangunan  yang  direncanakan
dan  akan  dilaksanakan  oleh  pemerintah  Desa  akan  berhasil.  Dalam  hal
menunjang    kesehatan    masyarakat   perlu    didukung    dengan    sarana
kesehatan yang memadai.

3.    Pendidikain, Sektor Pendidikan adalah hal penting dan menjadi indakator
suatu keberhasilan Desa dan bidang pendidikan menjadi tolak ukur tingkat
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kesejahteraan  masyarakat  suatu  desa.  Dengan  pendidikan  yang  tinggi
akan  mendongkrak tingkat kecakapan seseorang yang dapat mendorong
munculnya  keterampilan dan  kreatifitas untuk menjadi  lebih  berkembang
berwirausaha. Jika itu berhasil akan muncul lapangan lapangan pekerjaan

yang   barn,   sehingga   masalah   pengangguran   akan   teratasi   dengan
sendirinya.  Dalam era digitalisasi  pada saat ini,  maka dengan  pendidikan

yang   baik,   masyarakat   akan   lebih   mudah   untuk   menerima   informasi
informasi yang menunjang untuk lebih berkreatiftas.

Tabel 6

Jumlah Penduduk Tamat sekolah berdasarkan tingkat Pendidikan

No. Pendidikan Jumlah Pi.osentase

1. Tidak / Belum Sekolah 1.381 00,00%

2. Belum Tamat SD/Sederajat 1 . 1 77 00,00%

3. Tamat SD/ Sederajat 573 00,00%

4. Masih SLTP/Sederajat 669 00,00%

5, SLTP/Sederajat 1.345 00,00%

6. Masih SLTAVsederajat 752 00,00%

7. SLTA / Sederajat 4.027 00,00%

8. Diploma  I/11 679 00,00%

9. Diploma  11' 392 00,00%

10. Diploma lv/Strata I 923 00,00%

11. Strata  11 31 00,00%

12. Strata Ill 2 00,00%

JUMIAH 00,00%

Sumber : Data Pemerintah Desa Nanjung Mekar 2023

4.    Mata pencaharian, dengan Kondisi sosial yang berbeda antardusun yang
berada dj Desa Nanjung Mekar, memungkinkan mata pencaharian sangat
beragam, dan berdasarkan karakteristik dusun yang berbeda.



Tabel 7

Jumlah Penduduk berdasarkan Mata pencaharian

1. BelumITidak Bekerja 1.122 00,00%
2. Mengurus Rumah Tangga 1.276 00,00%
3. Pelajar/Mahasiswa 2.856 00,00%
4. Pensiunan 84 00,00%
5. Pegawai Negeri Sipil (PNS) 106 00,00%
6. Kepolisian  Rl  (Polri) 16 00,00%
7. TNl 9 00,00%
8. Perdagangan 64 00,00%
9. Petani/Perkebunan 100 00,00%
10. Pengusaha 12 00,00%
11. Konstruksi 4 00,00%
12. Karyawan Swasta 1.056 00,00%
13. Karyawan BUMN 12 00,00%
14. Karyawan Honorer 21 00,00%
15. Buruh Harian Lepas 1.419 00,00%
16. Buruh Tani/Perkebunan 98 00,00%
17. Pembantu Rumah Tangga 18 00,00%
18. Tukang Batu 0 00,00%
19. Tukang  Kayu 56 00,00%
20. Tukang Las/Pandai Besi 12 00,00%
21. Tukang Jahit 52 00,00%
22. Mekanik 24 00,00%
23. Juru Masak 14 00,000/a
24. Dosen 2 00,00%
25. Guru 90 00,00%
26. Bidan 10 00,00%
27. Perawat 20 00,00%
28. Sopir 25 00,00%
29. Pedagang 553 00,00%
30. Perangkat Desa 15 00,00%
31. Vviraswasta 1.445 00,00%
32. Satpam 81 00,00%
33. Dokter 2 00,00%
34. Lainnya 220 00,00%

JUMLAH 10.894 00,00%

Sumber : Data Pemerintah Desa Nartyung Mekar 2023

5,    Kesejahteraan Masyarakat, dengan berkembangnya jumlah penduduk
di Desa Nanjung Mekar secara otomatis dituntut

bagaimana       terpenuhinya        kesejahteraan        masyarakat       secara
berkesinambungan.  Pada  Kondisi  ekonomi yang  sedang terpuruk akibat
dari  Pandemi  Covid   19,   maka  pemerintah  mengambil  langkah  secara
sistematis dengan  memberikan  stimulan  berupa  bantuan  langsung  tunai

(BLT) kepada masyarakat dan Program - program yang sudah ada lebih
12



ditingkatkan, seperti BSP, PKH, dll dan Dalam hal ini, melalui Dana Desa,
Pemerintah   Desa   juga   melaksanakan   kegiatan   yang   sama   dengan
memberikan bantuan langsung tunai (BLT

DD)   dengan   besaran   mengikuti   regulasi   yang   ada.   Dengan   adanya
bantuan    tersebut    harapan    masyarakat    bisa    segera    pulih    tingkat

perekonomiannya.

6.    Agama,  dalam  perspektjf  agama,  masyarakat  dj  desa  Nanjung  mekar
termasuk  masyarakat  yang  homogen,  hal  ini  di  buktikan  bahwasanya
masyarakat  desa  Nanjung  Mekar  mayoritas  beragama  Islam.  Tingkat
kemayoritasan  agama  Islam di  desa  Nanjung  Mekar sangat dipengaruhi
oleh   Kultur   yang   sudah   lama   ada,   selain   itu   pegangan   agama   ini
diakibatkan oleh hubungan kekeluargaan dan  kekerabatan yang ada dari
dulu sampai sekarang.

Tabel 8
Jumlah Penduduk berdasarkan agama

No. Agama Jumlah Prosentase

1. Islam 11.707 98%

2. Katholik 140 1,17%

3. Kristen 77 0,64%

4. Hindu 9 0,08%

5. Budha 18 0,15%

JUMLAH 1 1 .951 100%

Sumber : Data Pemerintah Desa Nanjung Mekar Tahun 2023

7.    Budaya, Budaya atau kultur yang ada dimasyarakat desa Nanjung Mekar
masih sangat kental, apalagi yang berhubungan dengan agama islam, hal
ini   dapat   dipahami   dikarenakan   mayoritas   agama   yang   dianut   oleh
masyarakat  desa  Nanjung   Mekar  adalah  agama  Islam,   Budaya  yang
berbasis kearifan lokal oleh sebagian masyarakat masih terms dijaga dan
masih    tetap    dilaksanakan.    Tradisi    adat    ketimuran    yang    ada    dan
berkembang banyak dipengamuhi oleh ritual ritual agama Islam dan perilaku

orang tua terdahulu.



2,3.     Struktur organisasi pemerintahan Desa Nanjung Mekar Tahun 2024

1. Pemerintahan Desa

NC). NAMA JABATAN

1. Kiki  Kosasih,  S.E. Kepala Desa

2. Meti Nurwati Sekretaris Desa

3. Kusmana Kasi Pemerintahan

4. Ahmad Dahlan Kasi Kesra

5. Yuyu Yuhaeti Kasi Pelayanan

6. Agus Rahmatulloh, S.Kom.I. Kaur Perencanaan

7. Lia  Fitriani Kaur Umum dan TU

8. Neneng Marlina Kaur Keuangan

9. Novan Erisandi Kepala Dusun 01

10. Niko lskandar, SH. Kepala Dusun 02

11. Hilman Fauzi Kepala Dusun 03

12. Hapidin Kepala Dusun 04

13' ILHAM  DWI ARIYANTO Staf Desa

15. HADl Staf Desa

16. DIKI ARYANDANl Staf Desa

2. Badan Permusyawaratan Desa

NO. •     NAMA JABATAN

1. Muhammad Amin Ketua

2. Enang Muslim Wakil Ketua

3. Saripudin Sekretaris

4. E.  Ratna Suminar, S.Pd. Anggota

5. Sukirman Anggota

6. Kurniawan Anggota

7. ldang  Mulyana Anggota
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2.4.       DATA SDGS DESA

Berdasarkan laju pencapaian Data SDGs Desa tahun 2022 ini, Desa Sarimekar Kecamatan
Buleleng Kabupaten Buleleng sesuai akses data yang didapat dari Sistem lnformasi Desa
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagai berikut:

CAPAIAN SDGS DESA
Provinsi           :  JAWA BARAT

Kabupaten     :   KAB.  BANDUNG

Kecama`an    :  RANCAEKEl{

Desa                :   NANJUNG MERAR

Capaian Keseluruhan

51.07

Capaian

99. 1 5

Capaian

39.6

Capaian

N/A

Capaian

86.74

;,,:,;Hill.i!(,:,
Capaian

50

Capaian

39.37

Capaian

35.76

Capaian

58.17

Capaian

50

Capaian

73.42

15

Capaian

63.33

Capaian

46.73

Capaian

N/A

Capaian

0

Capaian

30.34

Capaian

30.96



Capaian

73.73

No                                       lndikator                                     Capaian        Data Existing             Satuan

1.1.1           Tingkal kernjskinan desa mencapal 0%                                 78.04                         2258                              Jlwa

... 2          Tingkat kemLsklnan ek9trem de9a mencapai 0°/a               92.09                           ig4                                jlwa

1.2.I        :=ehnafa#:::gfpda:¥oo8%ertasJSNB'dang              49.15                     145                         java

1.2.2          I:erseTt_a_:f_V_a_r!a_P_e_:?_ees?*!^9JSN Bidang                    3.es                              2                                  .,waKeten89aker|aan menc8pai 100°/a

3             l{_el¥::!: Ti^S*i? penerlma bantuan sosial                           58.33                           56                           i{eluargamencapai  1 ooo/a

1.4.,           Individu mLskin merldapat layanan kesehatan                     71.o5                            27                                  jiwa

1.4.2           Individu miskin mondapet pendidikan sD                                100                               33                                  Jrwa

1.4.3           lndividu miskin mendapel pendidlkan SMP                            87.5                               14                                   JLwa

1.4.4           lndividu rniskin mendapal pendidikan SMA                          92.86                            26                                 Jiva

1.4.5          :nDdjx:d,7sm2j)Skin mendapat pondidlkan lanlutan                      4.4                               8                                  j,w@

.4.6          Keluarga miskln penoguna llstnk (PIN/NonpLN)                loo                              96                             Keluarga

.4.7          Keluarga miskin dongan akses sanllasl layak                     77.o8                           74                            Keluarga

1.4 8          KueLu::gsauE:SkkiT d°noan k°ndis' rumah ''dak                     91 `67                          88                           Keiua|ga

1  4 9          KueLu::goabre'kst*!n denoan k°nd®' rumah t'dak                       Ice                            97                           KeiL,anga

5           :a:::g£,T%k!£korbanbencanay8ngdltonganl             loo                         4                            j,wa

Capaian

50

No                                        lndikator                                      Capaian        Data Existing             Safuan

Prevalensi kurang gizi. kurus.  stunting, anemra
tun.n monjadi 0°/a

Prevalensi I)ayi mendapet Asl okskJusif mencapai
looo/o



Capaian

63.33

No                                        lndikator                                      Capaian        Data Existing             Satuan

3.1        BPJS Kesehatan mencapai l00°/a penduduk                      55,5                         5706                             Jtwa

3.2        unmel need pelayanan keseha`an mencapal0%             24.88                        1461                             Jiwa

Persentase persalinan di fasilitas pelayanan
3`3        kosehatan dan menggumak8n tenaga kesehatan

teramDil mencaoai  100%

3.4        ;:g;:=[;;;;:;;ra:tlan ibu per loo nbu keianiran h,dup

0                             0                             Jiva

3.4         r`.::}r`_.._ I:'';:.u`.''  I--.'`'.   'vv  '`~-.`'.-'.' .-..  ''.--r                   loo

3 5       :negnk£5:jmoatran bayl per 1000 kelahiran hidup                  loo                             o                                jrva

3.7      :£#sn,S;aH,%.b:B£::a#:3o;oa'ah tingg''                  99,6                     "                        Jrva

Capaian

39.8

No                                        lndikator                                      Capaian        Data Existing             Satuan

4 H     A;{e:::ca;:::okoe%SD"' berak'ed'tas' m[nina' B                 6o`85                       1783                       i{e|uarga

4.,  2     #esne£;:F{okoe%SMP/MT9berakredlfasimin!ma' B           53 24                        i56o                        Ke|uarga

4 1 3     :kosn==::okoeo/oSMJ"Abe'akredifasi m'ninal B            5o.14                       1469                       Keiuarga

4.2       Aksos anak ke pesantren mencapai  l00%                          19.39                         568                          Koluarga

4.3.1      Apl{ SD/Ml mencapai  l00%                                                        23.72                           278                                Jiwa

4.3.2      Apl< SMP/MTs mer`capai  l00%                                                22.11                            128                                 Jiwa

4.3.3      APK SMAIMA mencapai  l00°/a                                                   24.5                             159                                Jiwa

44.      topoYyosD/MHakl-lafu dan perompuan mencapel                21.93                         257                              jiva

APM SMP/MTs lakj-Iakl dan perempuan
mencapai 1 ooo/a4.4.2      ._:I_.:'_::'i'`..`:;::,.-'`'  I-.`' --'' r-.-''`r--I.                                  17.96                              104                                   Jtwa

APM SMA/MA laki-laki dan perempuan mencapai
looo/a4.4.3      ..'i:',`.,-'''' -"`' ` '''`'  I-'`' --'` rv'V'''r--'' I.'V''--r-'             19.1 1                             124                                  Jive

Rata-lafa lama sckolah penduduk >20 tahun
mencapai 12 tahun4.6.1       '_=T_._-_.T=..:;i.'.-_L--I__`' .-.. r -..---- '` --'  .-..- I.                       82,33                            9.88                                Tahun

4.6.2      g::;rota lama sekolah penduduk mencapal 12               82.33                        9.8a                           Tahun



Capaian

39.37

No                                        lndikator                                      Capaian        Data Existing             Satuan

Perdes/SK Kades yang responsif gender
51        mondlJkung pemberdayaan perempuan minimal                   0                                 0                            Peraturan

30%
Terdapat perdes/SK K8des yang menjamin
perempuan untuk mendapatkan pelayanan.
informasi, dan pendidikan terk3it keluarga
berencana dan kesehalan reDrodultsi.

5.2 0                            Poraluran

Median usia kawin pertama perempljan
5.5        (pendewasaan usiakawin portama)di atas 18

'ahun
17                                Tahun

5 7        APK SMAISMK/MA/sederajat mencapal l00°/a                  24.5                           159                              jiva

Persentase jumlah perernpuan di Badan
5€       Pemusyawaratan Desa (BPD) dan perangkat

dbsa minirTrd 30%
Persentase jumlah porempiian yang menghadiri

5.9        muscles dan berpertisipasi dalam pembengunan
dasa ninimal 30%

1                                           Ji\^'a

2                                 Jiwa

Capaian

46.73

No                                        lndikator                                      Capaian        Data Existing             Satuan

6. w     :kesne£`pea'jh,ag8o%'%funaafaa'r m'num 'ayak                          94.9 1                       2781                        Keluarga

6.,.2     %,:8Sngl:fhadap senltas"ayah mencapal l00%                88.81                       2co2                        Keluarga

6.2         #%g£]d,a&'o7adustri yang dllayan! air baku                    93.„                      273o                       Keluarga

6 3       r£'bu::gdaa#::npduurs,`,:j¥:g:u:;':#'oiM: a"                   3 48                     io2                    i{oiuarga
Terdapat perdes/SK Hades tentang penggumaan

6.5         air tanah , fate kelola sumber daya alr                                        0                                0                            Peraturan

Tersedianya perdes/SK Kades pelesfarian
lingkungan di sekitar aljran sungai

6.7         .,v.vv -.-.. 7-.r -.-- v/ -... ` ---- rv.'v--'.-''                             o                                0                            Peraluran



Capaian

99.15

No                                        lndikator                                      Capaian        Data Existing             Satiian

7. 1              |S|u_a_'9? _P:_ng_9¥n:.'':t£* ,Per,¥_P_a|_1 °°%                         97.71                         2863                         l<eluarga
dengari konsumsi > 1.200 KWH"apita

7 2           :eel:aanosaak#::g:pr:,g,a£:%!au sampeh kay"n'Uk          99.73                    2922                     Keiuarga

7.4            g::u:i!:::nkg:u£?yominyak untuk hansporta9i                 loo                          4                         Keiuarga

Capaian

35.76

No                                        lndikator                                      Capaian        Data Existing             Satuan

8.1               POB Desa rate-ra`a dl 8tag Rp 30 jufa                                   63.54                 19696333.34                    Rupiah

8.2              Peke¢a sektor formal minimal 51 %                                          14.35                          273                                Jtwa

8.4             "ngkat pengangguran `erbuka 0°/a                                       64.86                        2020                            Jiva

8.6              Angkatan ker)a baru yang difatlh m8ncapal 1 00%               o.3                               6                                 j,wa

Capaian

39.6

No                                        lndikator                                      Capaian        Data Existing             Satuan

10.1            Koefision Gini desa di bewah o,200                                          20.1                                I

o.3           Indeks kebebesan slpil mencapai skor lco°/a                       loo                              3                                 jiva

Jumlah pekeria peserta BPJS Keten8gaker|aan
mericapai  10oo/a

io`4           v -... i-.. pr.`-'Jv rvv-' .--.-- '`-.v.I-g-'`-'J --..                38.32                         1430                              Jiva

io 5          :ek=ndaiam%,T:stsK Kades tentong adv°kast                      o                            o                         poraturan



Capaian

58.17

No                                        lndikator                                      Capaian        Data Existing             Satiian

11.1            Rumah kun.uh mencapei 0%                                                     95,09                           144                           Keluarga

tua. perempuan dan djfabel
11.3            penggLina moda transpatasi umum >50%                          80.79                          1186                          Keluarga

Keluarga. orang

.5           Swasta dan organisasi kemesyarakafan                                 o                               o                          Ker]asamacangkoukan untuk pembangunari desa
Terdapat pengo!ahan sampan dan penanganan

11.9           sampeh keluarga mencapai  t 00°/o                                          56.79                         1664                         Keluarga

Capaian

0

No                                        lndikator                                      Capaian        Data Existing             Satuan

TeTsedfa Pordes/SK Kades tentang kegiatan
usaha yang tidak menimbulltan pencemaran dan
pengelolaan limbah serta sampan rumah tangga

0                             0                              Desa

Capaian

50

No                                        lndikator                                      Capaian        Data  Existing             Satuan

Tersedi8 perdes/SK Hades tentang tata ruang
14.1            desa dan perlindungan sumber daya laut                                0                                0                            Peraturan

Luas ka`Arasan konservasi perairan miriimal 33°/o
dari luas desa

14.3           --i-.-''--v".`''.vv' '--. r-`-' .-.. ''.I ..... '-. '-'-               N/A                              0                                  m2

14.5            Tidak ada il8gal fishing                                                                       100                                 1                                Kojedian



Capaian

30.34

No                                       lndikator                                     Capaian        Data Existing             Satuan

. 5.1           I:p_e_?i?_P::d_:3£SLK_K_a.qes tentano pelestarian                    o                                o                           peraturankear`ekaragaman liayali

15.2           [uuaassdkeafasanlahantorbukam]njma'33%dar'                6o.67                      28529                             ha

5.5           Peningkatan satwa yang terancam punah >50°/a                N/A                             o                                Ekor

Capaian

86.74

No                                       lndikator                                     Capaian        Data Existing             Satuan

16.2         Le,::Lean33:':a:°|°s|gg:%::8nantar penduduk                5.16                      393                         jiwa

16.3           Pekerja anak mencapai 00/o                                                       99.9                             3                                 Jiwa

16.7         I::::%:npedT,::gmgau:8j,::a#unsdKeasdes dan 'ap°ran           loo                          1                          Laporan

16.8           ;eoriTaKupemerinfahandesasesuai peraturanyang            88.89                           8                                j,wa

6.9           Tingkat kepuasan layanan pemerintah desa tinggi             loo                           293                               jiwa

16.1o       :eel:£B:i:fn:#aTgopo^? dan pe'angkat desa                   loo                         6                            jiwa

16.11         Lnadke::I::kin:aegnacadpeaT:§roao;o!. kebebasan s!Pjwan              loo                            3                               jtwa

16.14

Dokumen perencanaan dan keuangan desa
dapat diakses publik, disediakan dalam waktu
sehan, dan seluruh pengadiian jnformasi

Sistem informasi
dan keiiangan yang

diperbaharui
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Capaian

73.42

No                                        lndikator                                      Capaian        Data Existing             Satuan

17.1            5asio penerimaan perpajakan terhadap PDB                    67.12                   |98519900                     Rupiah
Desa di alas 12°/a per tahiin
Terdapat keria sama desa dengan desa lain,

17.2           pihak ketiga, dan lembaga intemasional                                   0                                 0                           Ker)asama

1 7.3           TLe_rs:9La_j_a|i`n9fT.Ln_I::n_:!!e.f_2JY!fi) dan mobile                loo                              1                      jaringan internet
(handphone) berkecepata n tjnggi

76         :&rt:set:#ad:::es,tua:'as:'kbfdea:gsse£:3t,¥:r:;asap['kas'           ,oo                      loo              Datag,:T,s#ktugas

17.7           Tersedia data sDGs setiap tahun                                            100                              1                          Data sDGs

Capaian

30.96

No                                        lndikator                                      Capaian        Data Existing             Satuan

18.1           gjg:iantaang:O*Oangmenolongyangdidasarkanpada              4.8                           366                             jiwa

18.2          Tm°SFehmaegn:ams:jggbaarti;jup:asidda:=m muscles dan                 o                            o                          Muscles

8.5           Pelaksanaan muscles minimal 4 kali setahun                        50                               2                              Muscles

8.6           Tersedia dokumen RPJMDes. Rl{PDes. APBDes              loo                              3                            Dokumen

18.7          :,eerhsebdu!:a?;#a3:i:: desa yang te'ah d!'etapkan                 o                            o                         peta desa
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ANALISIS PETA JALAN SDGs DESA

No lndikator Nana Program
MendukungSDGsDesaKe-

DataEksisting

t 1,1.1 Tinakat kemiskjnan desa mencapaj 0% 1 2258

2 1.1.2
Tingkat kemiskinan ekstrem desa

1 1845
mencapai 0%

3 1.2.1
Persentase warga desa peserta SJSN

1 1069
Bidang Kesehatan mencapai  100%

4 1.2.2
Persentase warga desa peserta SJSN

1 72
Bidang Ketenagakeriaan mencapai 100%

5 1.3
Keluarga miskin penerima bantuan sosial

1 89
mencapai 100%

6 1.4.1
lndividu miskin mendapat layanan

1 409
kesehatan mencaDai 100%

7 1.4.2
lndividu miskin mendapat pendidikan SD

1 31
mencapai  100%

8 1.4.3
lndividu miskln mendapat pendidikan

1 10
SMP mencapai 100%

9 1 .4.4
lndividu miskin mendapat pendidikan

1 19
SMA mencapai 100%

10 1.4.5
lndividu miskin mendapat pendidikan

1 8
laniutan (D3, S1, S2, dst) mencapai 100%

11 1.4.7
Keluarga miskin dengan sanitasi layak

1 113
mencapai  100%

12 1.4.8
Keluarga miskin dengan hunian layak

1 133
(subiektif) mencapai 100%

13 1 -4.9
Keluarga miskin dengan hunian layak

1 143
(obiektif) mencapai  100%

14 2.2
Persentase bayi yang mendapatkan ASI 2 2
Eksklusif mencapaj 100%

15 3.1
BPJS Kesehatan mencapai 100% 3 5707
Denduduk

16 3.2
Unmet need pelayanan kesehatan 3 484
mencaDai 0%

17 3.3
Persentase lbu hamil yang melahirkan di 3 0faskes mencapai 100%

18 3.7 Prevalensi TBC mencapai 0% 3 41

19 4.2
Persentase keluarga dengan akses ke 4 15Pesantren terdekat mencapai 100%

20 4.3.1 APK SD mencapai 100% 4 278
21 4.3.2 APK SMP mencapai  100% 4 128

22 4,3.3 APK SMA mencapai 100% 4 159

23 4.4.1 APM SD mencapai 100% 4 257
24 4.4.2 APM SMP mencapai 10d% 4 104

25 4.4.3 APM SMA mencapai 100% 4 124

26 4.6.1
Rata-rata lama sekolah penduduk >20 4 9.9
tahun mencaDai  12 tahun

27 5.1
Persentase Keberadaan perdes/SK terkait 5 0
gender

28 5.2
Persentase Keberadaan perdes/SK terkait 5 0
iaminan untuk perempuan

29 5.5
Median usia kawin pertama perempuan

5 17(pendewasaan usia kawin pertama) di
atas 18 tahun



30 5.7 APK SMA mencapai  100% 5 125

31 5.8

Persentase jumlah perempuan di Badan

5 1Permusyawaratan Desa (BPD) dan

perangkat desa minimal 30%

32 6.1.1

Persentase keluarga dengan akses

6 2786terhadap air minum layak mencapai

100%

33 6.1.2

Persentase keluarga dengan akses
6 2606

terhadap sanitasi layak mencapai 100%

34 6.2
Keluarga yang dilayanj air baku

6 2735
mencapai  100%

35 6.3

Keluarga pengguna fasilitas air limbah
6 102

mencapai  100%

36 6.5

Terdapat perdes/SK Kades tentang

6 0penggunaan air tanah, tata kelola

sumber daya air

37 6.7
Tersedianya perdes/SK Kades pelestarian

6 0
lingkungan di sekitar aliran sungai

38 7.1

Keluarga pengguna listrik mencapai
7 2868

100%

39 7.2

Keluarga pengguna gas atau sampah
7 2927

kayu untuk memasak mencapai  100%.

40 8.1 PDB Desa rata-rata di atas Rp 30 juta 8 1 9686759

41 8.2 Pekeria sektor formal minimal 51% 8 273

42 8.4 Tingkat pengangguran terbuka 0% 8 2020

43 8.6
Angkatan keria baru yang dilatih

8 6
mencapai  100%

44 10.1 Koefisien Gini desa di bawah 0,200 10 1

45 10.4

Jumlah pekerja peserta BPJS
10 1431
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Ketenagakerjaan mencapai 100%

46 10.5

Tersedia perdes/SK Kades tentang
10 0

advokasi pekerja migran

47 11.1 Rumah kumuh mencapai 0% 11 144

48 11.3

Keluarga,  orang tua,  perempuan dan

11 1190difabel pengguna moda transportasi

umum >50%

49 11.5

Swasta dan organisasi kemasyarakatan
11 0

cangkrukan untuk pembangunan desa

50 11.9

Terdapat pengolahan sampah dan

11 1668penanganan sampah keluarga mencapai

100%

51 12.1

Tersedja Perdes/SK Kades tentang

12 0
kegiatan  usaha yang tidak menimbulkan

pencemaran dan  pengelolaan limbah

serta sampah rumah tangga

52 14.1

Tersedia perdes/SK Kades tentang tata

14 0ruang desa dan  perlindungan sumber

daya laut.

53 14.5 Tidak ada  ilegal fishing. 14 1

54 15.1

Tersedia perdes/SK Kades tentang
15 0

pelestarian keanekaragaman hayati

55 15.2

Luas kawasan lahan terbuka minimal 33%dariluasdesa
15 28529

56 16.2

Terselenggara gotong royong antar
16 394

penduduk berbeda agama, ras, golongan

57 16.3 Pekerja anak mencapai 0% 16 3

58 16.7
Laporan pertanggungjawaban Kades dan

16 2laporan keuangan diterima dalam Muscles
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59 16.8

SOTK pemerintahan desa sesuai
16 8

peraturan yang  berlaku

60 16.9

Tingkat kepuasan layanan pemerintah
16 294

desa tingg,

61 16.14.1

Dokumen perencanaan dan keuangan

16 0
desa dapat diakses publik, disediakan

dalam waktu sehari, dan seluruh

pengaduan  informasi ditangani

62 16.14.2

Dokumen perencanaan dan keuangan

16 1

desa dapat diakses publik, disediakan

dalam waktu sehari, dan seluruh

pengaduan  informasi ditangani

63 17.1

Rasio penerimaan perpajakan terhadap
17 198519900

PDB Desa di atas 12% per tahun

64 17.2

Terdapat kerja sama desa dengan desa

17 0lain,  pihak ketiga,  dan  lembaga

internasional

65 17.3.1

Tersedia jaringan internet tetap (wifi) dan
17 1

mobile (handphone) berkecepatan tinggi

66 17.3.2

Tersedia jaringan internet tetap (wifi) dan
17 1

mobile (handphone) berkecepatan tinggi

67 17.6.1

Tersedia data statistik desa setiap tahun,

17 1aplikasi statistik dan petugas bidang

statistik di desa

68 17.6.2

Tersedia data statistik desa setiap tahun,

17 2aplikasi statistik dan petugas bidang

statistik di desa

69 17.7 Tersedia data SDGs setiap tahun 17 1

70 18.1

Kegiatan tolong menolong yang
18 366
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didasarkan pada ajaran agama

71 18.2

Tokoh agama berpartisipasi dalam

18 0muscles dan implementasi

pembangunan desa

72 18.5

Pelaksanaan muscles minimal 4 kalisetahun
18 2

73 18.6.1

Tersedia dokumen  RPJMDes,  RKPDes,APBDes
18 1

74 18.6.2

Tersedia dokumen  RPJMDes,  RKPDes,APBDes
18 1

75 18.6'3

Tersedia dokumen RPJMDes, RKPDes,APBDes
18 1

76 18.7.1

Tersedia peta batas desa yang telah
18 0

ditetapkan oleh bupati/walikota

77 18.7.2

Tersedia peta batas desa yang telah
18 0

ditetapkan oleh bupati/walikota

2.5.        EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN
BERJALAN

Sesuai  hasil  kajian,   monitoring  dan  temuan  temuan  dilapangan,  dari  hasil

pelaksanan   RKP  tahun  lalu  yang  telah  di  inventarisir  tentang  permasalahan  dan
hambatan   yang   perlu   dibenahi,   ditingkatkan,   dan   bahkan   perlu   kembali   kiranya
dituangkan   ulang   pada   RKP   berikutnya   mengenai   pelaksanaan   pembangunan,
diantaranya:

a.    APB  Desa  masih  terbatas  dan  hanya  mengandalkan  keuangan  ADD,  DDS,
PBH,  PBP  dan  PBK  serta  sumber  sumber  PADesa  masih  belum  digali  dan
dikembangkan     dengan     maksimal     sehingga     mempersulit     mewujudkan

perencanaan pembangunan yang mampu memenuhi keinginan masyarakat;
b.   Kondisi  sosial  yang  labil  dan  nilai  nasionalisme  masyarakat  yang  condong

menurun  sehinga  menghambat  upaya  terciptanya  suasana  yang  kondusif,
aman damai yang sekaligus mempengaruhi upaya pemberdayan masyarakat;
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c.   Kemampuan  dan  kapasitas  aparat  pemerintah  desa  masih  sangat  terbatas
sehingga   perlu   sekali   untuk   ditingkatkan   dan   diperdayakan   agar   mampu
melaksanakan tugas-tugas pemerintah sesuai tuntutan perkembangan;

d.   Belum makasimalnya swadaya masyarakat pada kegiatan lnfrasturuktur Desa.

2.6.       RUMUSAN  UMUM PERIVIASALAHAN DAN TANTANGAN
PEMBANGUNAN  DESA

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata
disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik
di tingkat kecamatan,  kabupaten,  provinsi maupun pemerintah  pusat.  Permasalahan

yang   terjadi   akan   semakin   besar   manakala   tidak   pernah   dilakukan   identifikasi
permasalahan   sesuai   sumber   penyebab   masalah   beserta   tingkat   signifikasinya
secara  partisipatif.  Ketidak  cermatan  mengidentifikasi  permasalahan  sesuai  suara
masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan
program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam    merumuskan    prioritas    perencanaan    pembangunan    desa    harus
mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi

yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun
sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender,

pelindungan  terhadap   anak,   pemberdayaan   keluarga,   keadilan   bagi   masyarakat
miskin, warga disabiljtas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan
teknologi  tepat  guna  dan  sumber daya  lokal,  pengarusutamaan  perdamaian,  serta
kearifan lokal.

Untuk  mewujudkan  visi  dan  misi  pembangunan  Desa  Nanjung  mekar  di  era
desentralisasi,    demokrasi    dan    globalisasi     ini,    arah     kebijakan     perencanaan

pembangunan  Desa dan  rencana  program dan/atau  kegiatan yang difokuskan  pada
upaya pencapaian SDGs Desa, serta disusun berdasarkan usulan/gagasan dari tiap-
tiap  RW  di  masing-masing  dusun  di  Desa  Nanjung  Mekar  Kecamatan  Rancaekek
Kabupaten Bandung.
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BAB Ill

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

3.1.      VisidanMisi

Visi  Desa  Nanjung  Mekar adalah  "Terwujudnya  Desa  Cerdas (Smart Village)
dalam    Meningkatkan    Kualitas    Penyelenggaraan    Pemerintahan,    Pembangunan,
Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat Menuju Desa Nanjung
Mekar yang  MUDA (Maju,  Unggul,  Disiplin dan Amanah)".
Pernyataan   visi   mengandung    makna   terjalinnya    sinergi   yang   dinamis   antara
masyarakat,  Pemerintah  Desa  Nanjung  Mekar  dan  seluruh  Lembaga  Desa  dalam
merealisasikan pembangunan desa secara terpadu. Secara filosofi visi tersebut dapat
dijelaskan  melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu ;
1.   Terwujudnya adalah upaya dan peran pemerintah desa dalam mewujudkan Desa

Nanjung  Mekar yang MUDA (Maju,  Unggul,  Disiplin dan Amanah);
2.   Desa adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi dan sumber

dayanya yang  dapat diakses,  dikembangkan,  dikelola, diolah,  dimanfaatkan, dan
dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa;

3.   Desa   Cerdas   (Smart   Village)   adalah   upaya   pemanfaatan   teknologi   dalam

penyelenggaraan    pemerintahan    Desa    Nanjung    Mekar   untuk    meningkatkan
kualitas layanan masyarakat;

4.   Maju  adalah  kemampuan  dalam  mengatasi  tantangan  dengan  memanfaatkan
potensi dan keunggulan untuk meningkatkan daya saing desa;

5.   Unggul    adalah     kemampuan     menciptakan    kreativitas    dan    inovasi    dalam

program/kegiatan;
6.   Disiplin  adalah  ketaatan  atau  kepatuhan dalam  menjalankan  pemerintahan desa

sesuai dengan peraturan yang berlaku;
7.   Amanah  adalah  menjaga  kepercayaan  yang  diberikan  oleh  masyarakat  dalam

menjalankan tugas pemerintahan di Desa Nanjung Mekar.
Misi Desa Nanjung  Mekar sebagai berikut:

1.   Menyelenggarakan     Pemerintahan     Desa    yang     Efektif    sebagai     Upaya
Mewujudkan Tata Kelola Cerdas (Smart Governance).

2.   Melaksanakan     Pembangunan     Desa    yang     partisipatif,     sebagai     upaya
mewujudkan Pembangunan Cerdas (Smart Development).

3.   Membina  Masyarakat  Desa  yang  berdaya  guna  sebagai  upaya  mewujudkan
Masyarakat Cerdas (Smart Community).

4.   Memberdayakan   masyarakat  yang   kolaboratif  sebagai   upaya  Mewujudkan
Pemberdayaan Cerdas (Smart Empowerment).

3.2.      ARAH  KEBIJAKAN PEMBANGUNAN  DAN  PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA

Sesuai   dengan   amanat   UU   Nomor  6   Tahun   2014  tentang   Desa,   tujuan
pembangunan   desa   ada[ah   meningkatkan   kesejahteraan   masyarakat  desa   dan
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kualitas   hidup   manusia   serta   penanggulangan   kemiskinan   melalui   pemenuhan
kebutuhan  dasar,  pembangunan  sarana dan  prasarana  desa,  membangun  potensi
ekonomi    lokal,    serta   pemanfaatan   sumberdaya   alam   dan    lingkungan   secara
berkelanjutan.

Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 21  Tahun 2020 Tentang  Pedoman  Umum Pembangunan
Desa   dan   Pemberdayaan   Masyarakat   Desa   menjelaskan   bahwa   SDGs   Desa
merupakan  arah   kebijakan   Pembangunan   Desa  dan   Pemberdayaan   Masyarakat
Desa.   Sedangkan  Penyusunan  dan  penyelarasan  arah  kebijakan  Pembangunan
Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dilakukan melalui sistem informasi Desa.

Sustainable  Development Goals (SDGs)  merupakan  agenda global yang terdiri dari
17 poin utama dan 4 pilar untuk mencapai pembangunan yang  berkelanjutan.  Untuk
mencapai    tujuan    ini,    dibutuhkan    upaya   dari    seluruh    pihak,    baik   pemerintah,
masyarakat,  maupun  perusahaan.  terdapat  4  pilar  yang  telah  mencakup  17  poin
agenda SDGs;

1.   Pilar pembangunan sosial

Pilar ini  mencakup  poin  (1) Tanpa  Kemiskinan,  (2) Tanpa  Kelaparan,  (3)  Kehidupan
Sehat dan  Sejahtera,  (4)  Pendidikan  Berkualitas,  dan  (5)  Kesetaraan Gender.  Pada
intinya, bertujuan tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara
adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

2.  Pilar Pembangunan Ekonomi

Pilar ini  mencakup  poin  (7)  Energi  Bersih  dan  Terjangkau,  (8)  Pekerjaan  Layak dan
Pertumbuhan  Ekonomi,  (9)  lndustri,   lnovasi,  dan  lnfrastruktur,  (10)  Berkurangnya
Kesenjangan,  dan  (17)  Kemitraan  untuk  Mencapai  Tujuan.  Pada  intinya,  bertujuan
tercapainya  pertumbuhan  ekonomi  berkualitas  melalui  keberlanjutan  peluang  kerja
dan   usaha,   inovasi,   industri   inklusif,   infrastruktur   memadai,   energi   bersih   yang
terjangkau, dan didukung kemitraan.

3.  Pilar Pembangunan Lingkungan

Pilar ini  mencakup poin (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak, (11),  Kota dan  Pemukiman
Layak,  (12)  Konsumsi  dan  Produksi  yang   Bertanggung  Jawab,  (13)  Penanganan
Perubahan   lklim,   (14)   Ekosistem   Laut,   dan   (15)   Ekosistem   Darat.   Pada  intinya,
bertujuan   tercapainya    pengelolaan    sumber   daya    alam    dan    lingkungan    yang
berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan.

4. Pilar Hukum dan Tata Kelola

Pilar  ini  mencakup  poin  (16)  Perdamaian,  Keadilan,  dan  Kelembagaan  yang  Kuat.
Pada  intinya,  bertujuan  terwujudnya  kepastian  hukum  dan  tata  kelola  yang  efektif,
transparan,  akuntabel  dan  partisipatif  untuk  menciptakan  stabilitas  keamanan  dan
mencapai negara berdasarkan hukum.
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SDGs Desa bertujuan untuk mewujudkan:

1.    Desa Tanpa Kemiskinan;
2.   Desa Tanpa Kelaparan;
3.   Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
4.    Pendidikan  Berkualitas;
5.   Kesetaraan Gender;
6.   Air Bersih dan Sanitasi Layak;
7.   Energi Bersih dan Terjangkau;
8.   Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
9.    Industri,  lnovasi dan  lnfrastruktur;
10. Berkurangnya Kesenjangan;
11. Kota dan  Permukiman yang  Berkelanjutan;
12. Konsumsi dan  Produksi yang  Bertanggung Jawab;
13. Penanganan Perubahan  lklim;
14. Ekosistem Lautan;
15. Ekosistem Daratan;
16. Perdamaian,  Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh;
17. Kemjtraan untuk Mencapai Tujuan.

Prioritas  SDGs  Desa  menjadi  pedoman   bagi   Pemerintah   Desa,   BPD  dan
masyarakat  Desa  dalam  menentukan  arah  kebijakan  Perencanaan  Pembangunan
Desa,  serta  program  dan/atau  kegiatan  prioritas  Pembangunan  Desa.  Pencapaian
tujuan SDGs Desa diukur dengan  melakukan evaluasi laju SDGs Desa berdasarkan
Sistem lnformasi Desa.

Evaluasi  laju  pencapaian  SDGs  Desa  dilakukan  oleh  kepala  Desa  dengan
melibatkan    masyarakat    Desa.    Hasil    evaluasi    laju    pencapaian    SDGs    Desa
sebagaimana  menjadi  dasar bagi tim  penyusun  RPJM/RKP  Desa dalam  menyusun
rancangan RPJM/RKP Desa. Sistem lnformasi Desa digunakan untuk menyusun arah
kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa dan program dan/atau kegiatan prioritas
Pembangunan Desa untuk pencapaian tujuan SDGs Desa.

Pembangunan yang berkualitas membutuhkan data atau sistem informasi yang
berkualitas, agar tujuan pembangunan berkelanjutan bisa tercapai. SDGs Desa akan
menghasilkan    data    berkualitas   yang    menjadi   target   dan    indikator    mencapai

pembangunan yang berkualitas.
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3.3.      Prjoritas pembahgunan Desa Tahun 2024

NO
BIDANG/JENIS KEGIATAN

BIDANG NANA PROGRAM/KEGIATAN'-'
A                              ,`,                                                                       I

•;,,                            .A                  ,-._--y                                     '1

1 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

1.1.  Sub  Bidang

1
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan KepalaDesa

2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan
Perangkat Desa

3 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan
Perangkat Desa

4
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK,

Penyelenggaraan Belanja Honorarium  PKPKD dan  PPKD,  perlengkapan
Penghasilan Tetap,TunjangandanOperasionalPemerintahanDesa perkantoran,  pakaian dinas/atribut,  listrik/telpon, dll)

5 Penyediaan Tunjangan  BPD

6
Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK,
makan-minum),  perlengkapan perkantoran,  Pakaian
Seragam, perialanan dinas,  listrik/telpon, dll)

7 Penyediaan lnsentif/Operasional RT/RW

8 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang
bersumber dari Dana Desa

1.2. Sub Bidang SaranadanPrasaranaPemerintahanDesa
1

Penyediaan sarana (aset tetap)
perkantoran/pemerintahan

2 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa

3
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan
Gedung/Prasarana Kantor Desa

1.3.  Sub BidangAdministrasiKependudukan,PencatatanSipil,  StatistikdanKearsipan
2 Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa

(profil kependudukan dan potensi desa)

3
Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan
desa

1.4. Sub Bidang TataPrajaPemerintahan,Perencanaan,KeuangandanPelaporan 1

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan
Desa/Pembahasan APBDes (Muscles,
Musrenbangdes,/Pra-Musrenbangdes, dll. , bersifat
reguler)

2
Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus,
rembug warga, dll., yang  bersifat non reguler sesuai
kebutuhan desa)
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2

3
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa
(RPJMDes/RKPDes,dll)

4
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/
APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh
dokumen terkait)

6 Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll -
diluar dokumen  Rencana Pembangunan/Keuangan)

7

Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran,
Iaporan akhir masa jabatan, Iaporan keterangan akhir
tahun angqaran, informasi kepada masyarakat)

10
Dukungan  Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades,
Pemilihan  Kepala Kewilayahan dan  Pemilihan  BPD
(yang menjadi wewenang Desa)

Pembangunan Desa

2.1  Sub  Bidang

1

Penyelenggaraan PAU DITK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah
Non-Formal Milik Desa (Bantuan  Honor Pengaiar,
Pakaian Seragam, Operasional, dst)

8
Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan

Pendidikan Buku-buku  Bacaan,  Honor Penjaga untuk
PerpustakaanITaman Bacaan Desa)

10 Dukungan  Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi

2.2 Sub BidangKesehatan

1

Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes
Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan lnsentif Bidan
Desa/Perawat Desa;  Penyediaan Pelayanan KB dan
Alat Kontrasei)si bagi  Keluaraa Miskin, dst)

2
Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan,
Kelas lbu  Hamil,  Kelas Lansia,  lnsentif Kader
Posyandu)

3
Penyuluhan dan  Pelatihan Bidang  Kesehatan (untuk
Masyarakat, Tenaga Kesehatan,  Kader Kesehatan, dll)

4 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan

5 Pengadaan Mobil Ambulans

2.3 Sub BidangPekeriaanUmumdanPenataanRuang

5
Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong,
Selokan, Box/Slab Culvert,  Drainase,  Prasarana Jalan
lain)

11
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan
Jalan  Lingkungan  Permukiman/Gang

12
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan
Jalan Usaha Tani

14
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana
Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab
Culvert.  Drainase,  Prasarana Jalan lain)
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2.4.  Sub BidangKawasanPermukiman

1

Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab
Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan,
validasi,  dll)

11

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air
Bersih Milik Desa (Mata AirITandon Penampungan Air
Hujan/Sumur Bor, dll)

14
Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas
Jamban Umum/MCK umum, dll

15
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas
Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman
(Penampungan,  Bank Sampah, dll)

2.6. Sub BidangPerhubungan,Komunikasi,danlnformatika

2
Penyelenggaraan  lnformasi Publik Desa (Misal :
Pembuatan Poster/Baliho lnformasi penetapan/LPJ
APBDes untuk Warga, dll)

3 P®mbinaan Kemasyarakatan

3.1. Sub BidangKetenteraman,KetertibanUmum,danPelindunganMasvarakat

1

Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
(pembangunan pos,  pengawasan pelaksanaan jadwal
ronda/patroli dll)

3.2.Sub  Bidang
3

Penyelenggaraan Festival Kesenian,
Kebudayaan dan Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari

Keagamaan kemerdekaan, hari besar I(eagamaan, dll) tingkat Desa

3.3 Sub BidangKepemudaandanOlahRaga
1

Pengiriman  Kontingen  Kepemudaan dan Olah  Raga
sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan
Kabupaten/Kota

6 Pembinaan  Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub
Olah raga

3.4 Sub BidangKelembagaanMasyarakat

2 Pembinaan  LKMD/LPM/LPMD

3 Pembinaan  PKK

4 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

4 Pemberdayaan Masyarakat

4.2.  Sub BidangPertaniandanPeternakan
2 Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan

pengolahan peternakan, kandang, dll)

4.3. Sub BidangPeningkatanKapasitasAparaturDesa
2 Peningkatan kapasitas Perangkat Desa
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4.4 Sub BidangPemberdayaanPerempuan,PerlindunganAnak danKeluarga

1 Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan

5 P®nanggulangan Bencana,Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya

Bidang  Keadaan  Darurat 1 Keadaan Darurat

BABIV     .

ARAH  KEBIJAKAN  KEUANGAN  DESA

Keuangan     Desa    adalah    semua    hak    dan     kewajiban    dalam     rangka

penyelenggaraan  pemerintahan  desa  yang  dapat dinilai  dengan  uang  serta  segala
sesuatu yang berupa uang dan barang yang  berhubungan dengan pelaksanaan hak
dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan

yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-
jawaban  dan  pengawasan  keuangan  desa.  Agar pengelolaan  keuangan  desa  lebih
mencerminkan  keberpihakan  kepada  kebutuhan  masyarakat  dan  sesuai  peraturan

perundangan,  maka  harms  dikelola  secara  transparan,  akuntabel,  partisipatif  serta
dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan  keuangan  Desa sesuai amanah  Undang-Undang
Nomor  6  Tahun   2014  tentang   Desa  dan   Peraturan   Pelaksanaannya,   Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan
riil    masyarakat,    maka    setiap    tahunnya    Pemerintah    Desa    bersama    Badan
Permusyawaratan   Desa   membahas   dan   menyepakati   Peraturan   Desa   tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang disusun secara partisipatif
dan  transparan.  Dimana  proses  penyusunannya  dimulai  dengan  lokakarya  desa,
konsultasi   publik  dan   rapat   Musyawarah   BPD   untuk   penetapannya.   Rancangan
Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja   Desa   (RAPB   Desa)   di   dalamnya   memuat
Pendapatan,   Belanja   dan   Pembiayaan   yang   pengelolaannya   dimulai   tanggal   1
Januari sampai dengan 31  Desember tahun berjalan.

4.1.        KEBIJAKAN  PENDAPATAN DESA

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kas Desa yang
merupakan hak Desa dalam 1  (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali
oleh   Desa.   Perkiraan   pendapatan   Desa   disusun   berdasarkan   asumsi   realisasi

pendapatan  Desa  tahun  sebelumnya  dengan  perkiraan  peningkatan  berdasarkan
potensi  yang  menjadi  sumber  Pendapatan  Asli  Desa,  Bagian  Dana  Perimbangan,
Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten,
Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga dan Dana Desa yang Bersumber dari APBN. Adapun
asumsi    Pendapatan    Desa    Sarimekar    Tahun    Anggaran    2024    sebesar    Rp.
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2,815,315,500 (dua miliyar delapan ratus lima belas juta tiga ratus lima belas ribu lima
ratus rupiah), yang bersumber dari:

NO.                                                URAIAN                                                                  JUMLAH

\,

1 Pendapatan Asli Desa Rp. 47,800,000.00

2 Dana Desa bersumber APBN (DD) Rp. 1,079,199,000.00

3
Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Rp. 322,020,800.00Kabupaten

4 Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 1,041,295,700.00

5 Dari Pemerintah  Provinsi Rp. 130,000,000.00

6 Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Rp. 195,000,000.00

7 Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga Rp-

8 Lain-lain Pendapatan Desa yang sah Rp.

JUMLAH Rp. 2,815,315,500.00

4.2.         KEBIJAKAN BELANJA DESA

Kebijakan Umum Belanja Desa adalah sebagai berikut:

NO.                                                  URAIAN                                                                    JUMLAH
`                                                               y                    '                                                                                    ',,,                                                                                 '                   '                  :                                                                                                                                     '

y

1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp. 1,333,268,050

2 Bidang Pembangunan Desa Rp. 1,052,402,950

3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Rp. 138,736,500

4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dedsa Rp. 107,308,000

5 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Rp- 183,600,000
Darurat dan Mendesak Desa

JUMLAH Rp. 2,815,315,500.00
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4.3.         KEBIJAKAN  BELANJA TIDAK TERDUGA

Belanja  Tidak Terduga  adalah  pengeluaran  anggaran  untuk  kegiatan yang  sifatnya
tidak  biasa  dan  tidak  diharapkan  berulang  seperti  penanggulangan  bencana  alam,
bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam
rangka penyelenggaraan kewenangan desa, pemerintah daerah/pusat, yaitu:

1. Penanganan Penanggulangan Bencana Rp. 0,-

2.  Penanganan Keadaan Mendesak (BLT DD) Rp.183,600,000,-
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BABV

PENUTUP

Keberhasilan   pelaksanaan   pembangunan   di   tingkat   Desa   pada   dasamya
ditentukan    oleh    §ejauh    mama    komitmen    dan    konsistensi    pemerintahan    dan
masyarakat   desa   untuk   saling    bekerjasama   membangun    Desa.    Keberhasilan

pembangunan     yangdilakukan     secara     partisipatif     mulai     dari     perencanaan,
pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan
pembangunan di  desa.  Sebaliknya  permasalahan  dan  ketidakpercayaan  satu  sama
lain  akan  mudah  muncul    manakala  seluruh  komunikasi  dan  ruang  informasi  bagi
masyarakat tidak memadai.

Proses  penyusunan  Perubahan  RKP  Desa yang  benar-benar partisipatif dan
berorientasi    pada    kebutuhan    riil     masyarakat    akan     mendorong    percepatan

pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa.
Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan dianggarkan secara proporsional
dengan  mengacu  Perubahan  RKP  Desa  ini  yang  telah  melalui  pembahasan  dan

penyepakatan dalam Musrenbang Desa.

Ditetapkan diNanjung Mekar,
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KEPALA DESA NANJUNC MEKAR

KECAMATAN  RANCAEKEK  KABUPATEN  BANDUNG

PERATURAN  DESA  NANJUNG MEKAR

NOMOR 7 TAHUN  2023

TENTANG

TENTANC  PERUBAHAN ATAS  PERATURAN  DESA NANJUNG MEKAR  NOMOR 5.a TENTANG  RENCANA

KERJA  PEMERINTAH  (RKP)  DESA  NANJUNG MEKAR

KECAMATAN  RANCAEKEK  KABUPATEN  BANDUNG

TAHUN ANGGARAN  2024

DENGAN  RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NANJUNG MEKAR,

Menimbcing                      :         a.       Bahwa  untuk  melasanakan  ketentuon  posal  79  clycit  (1)  dan  ayat

(2)  huruf  b  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Deso,
Pemerintah   Desa   menyusun   perencanoan   Pembongunan   Tahunan
Desa   sesuai   dengan   kewengangannya   dengan   mengacu   pada

perencanacln      pembangunan      Kabupaten      yang      merupaken
peniabclran  dari  Rencana   Pembc]ngunon  Jongka  Menengah  Desa
unluk jangka  woktu  1  (sotu) tahun;

Menginga'

b.       bahwa  berdasarkon  ketentuan  Pasc]I  79  ayat  (3),  Rencana  Keria
Pemerintah Desa diletapkan dengan Perclturan Deso;

c.        bcihwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud  dalam
huruf  a  dan    b  perlu  d7tetapkan  Perclturan  Desa  Naniung  Mekar
•entang  Perubahan  Rencana  Ker|a  Pemerintah Descl  Noniung Mekcir
Tahun 2024.

i.       Undang-Undclng   Nomor  6   Tahun   2014   lentang   Desa   (Lembaran
Negaro  Republik Indonesia Tahun  2014  Nomor 7);

2.       Peroturon   Pemerintah  Nomor  43   Tahun   20]4  tentang   Peraturan
Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentong  Deso

(Lembaran   Negara   Republik   Indonesia  Tahun   2014   Nomor   123,
Tambahan   Lembaran   Negclra   RepublTk   Indonesia   Nomor   5539)
sebagaimana    telah    diubah    beberapa    kali    terakhlr    dengan
Peroturon  Pemerintcih  Nomor   11   Tohun  2019  (Lembciran  Negoro

Republik Indonesia  Tohun 2019 Nomor 41 );

3.       Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2014  tentang  Dana  Desa
Yclng  Bersumber  Dciri  Anggaran  Pendapatan  dan  Be[ania  Negara

(Lembaran   Negaro   Republik   Indonesia  Tahun   2014   Nomor   168,
Tambahan   Lembaran   Negciro   Republik   lndonesici   Nomor   5558)
sebagaimona  telah  diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor
22   Tohun   2015   tentang   Perubahan   Alas   Peraturan   Pemerintah



Nomor  60  Tahun  2014  tentang  Dana  Desa  Yang  Bersumber  Dari
Anggaran   Pendcipafan   dcin   Belanio   Negaro   (Lembciran   Negara
Republik  Indonesia   Tahun  2015   Nomor  88,  Tombahan   Lemboran

Negara  Republik Indonesia Nomor 5694);

4.       Peraturan   Presiden   Nomor   87   Tahun   2014   tentang   Peraturan
Pelciksanacin    Undang-undong    Nomor    12    Tahun    2011     tentang

Pembentukan Peroturan Perundang-undangon;

5.       Peraturan    Presiden    Nomor    130    Tahun    2022    tentang    Rlncian
Anggaran Pendcipciton dan Belania Negara Tohun Anggaran 2023

(Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tcihun 2022  Nomor 215);

6.       Peraturan  Menterl  Dalam  Negeri  Nomor  111   Tahun  2014  tentang
Pedoman    Teknis    Peraturcin    DI    Desa    (Berifa    Negaro    Republik

lndonesio  Tahun 2014  Nomor 310);

7.       Perclturon  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  114  Tahun  2014  tentang
Pedomc(n   Pembangunan   Deso   (Berita   Negaro   Republik  Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2094);

8.       Peraturan  Menteri  Dalom  Negeri  Nomor  20  Tahun  2018  tentang
Pengelolaan   Keuongan   Descl   (Berita   Negaro   Republik   Indonesia

Tahun  2018  Nomor  611 );

9.       Peralurcln      Lembago     Kebi|okan      Pengadaan     Borang/     Jasa
Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019  tentang  Pedoman  Penyusunan
Tatci Cord  Pengadaan Bcirang/ Jasa di Desa;

io.      Peraturan   Menteri   Desa,   Pembanguncln   Daerah   Tertinggal,   dan
Transmlgrasi   Nomor   21    Tahun   2020   tentcing    Pedoman   Umum,
Pembanguncin don Pemberdayoan Masyarokat Deso;

i 1.      Peraturon   Menteri   Desci,   Pembangunon   Dcieroh   Tertinggal   dan
Trclnsmigrosi  Nomor  13  Tahun  2023  tentong  Prioritas  Penggunaan
Donci  Deso  Tahun  2024  (Berito  Negora  Republik  Indonesia  Tohun
2023 Nomor 963);

i2.      Peraturan   Menteri   Keuangan   Nomor   145   Tahun   2023   tentang
Pengelolaan  Dana  Desci  (Berila  Negara  Republik  Indonesia  Tahun

2023 Nomor  1051 );

13.      Peraturan   Menteri   Keuangan   Nomor   146   Tohun   2023   tentong
Pengalokcisian         Dono     Descl     Setiap    Desa,     Penyaluran    dan

penggunaan   Dana   Deso   Tcihun  Anggaran   2024   (Berita   Negclrci
Republik Indonesia Tahun  2023 Nomor  1052);

14.      Peraturan  Gubernur  Jowa   Barat  Nomor  25  Tahun  2023  tentang
Rencanci  Pembangunan  Daerah  Provinsi  Jawa  Barot Tahun  2024 -
2026;

15.      Peraturan   Doerah   Kabupaten   Bandung   Nomor   13   Tahun   2007
lentcing   Pedoman   Pembentukan  don   Penyusunan   Peraturan   Desa

(Lembaran Daeroh Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor  13);

16.      Peraturan   Daerah   Nomor   6   Tahun   2022   lentang   Pengelolaan
Keuangan  Daerah  (Lemboran  Daerah  Kabupaten  Bondung  Tahun
2021  Nomor 6);

17.      Peraturan    Bupati    Nomor    169    Tahun    2021     lentcing    Pedoman
Pengeloalcian  Keucingon  Desa  (Berita  Dcierah  Kcibupoten  Bondung
Tahun 2021  Nomor  169);

18.      Peraruran    Bupati    Bandung    Nomor    278    Tahun    2023    tentong
Pedoman     Pengelolaan    Alokasi     Dono     Perimbongon    Desa    di



Kabupciten   Bandung   (Berita   Daerah   Kabupaten   Bandung   Tahun
2023 Nomor 278);

1 9.      Perubahan Atas  Peroturan  Bupati  Nomor  306 Tahun  2022  Tentang
Pedoman   Pelaksonoan   Bantuan  Keuangan  Khusus  Program   Bungcf

+            Desa  Di  Kobupclten Bandung;

20.      Peraturan    Bupati   Bandung   Nomor   279   Tahun   2023    Pedoman
Pengelolcicin Dana  Desa;

21.      Peroturon  Bupatl  Bandung  Nomor  3  Tahun  2022  Tentang  Petuniuk
Pelciksanaan  Pembentukon  Rukun  Tetangga  dan  Rukun  Warga  di
Kobupciten  Bandungj

22.      Peraluran  Bupotl  Bandung  Nomor 4]  Tahun  2022  Perubahan  Alas
Peraturan    Bupati    Bandung    Nomor    154    TahLin    2021     Tentang

Peniabaran   Anggaron   Pendopotan   Dan   Belanio   Dclerah   Tahun
Anggaran 2022;

T'|
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Peraturan  Desa   Naniung  Mekar  Nomor  06  Tahun  2023  tentang
Rencana   Pembangunan   Jangko   Menengc]h   Desa   Periode   2023-
2029 (Lembaran Desa Naniung Mekar Tahun 2023 Nomor 06 );

Peraluran  Descl   Naniung  Mekar  Nomor  02  Tahun  2023  tentclng
Kewenangan  Desa  Berdasorkan  Hak  Asal  Usul  dan  Kewenangon
Lokal  Berskala  Desa  (Lemboran  Desa  Naniung  Mekar  Tahun  2023
Nomor 02);

Dengan Kesepakatan Bersamo

BADAN  PERMUSYAWARATAN  DESA NANJUNG MEKAR

Don

KEPALA  DESA  NANJUNG MEKAR

MEMUTUSKAN  :

Menetapkan                      :        PERATURAN    DESA    NANJUNG    MEKAR    TENTANG    PERUBAHAN    ATAS
PERATURAN  DESA  NANJUNG  MEKAR  TENTANG  PERUBAHAN   RENCANA
KERJA  PEMERINTAH  DESA NANJUNG MEKAR  TAHUN  2024

BABI

KETENTUAN  UMUM

Pasal  1

Dalam  Percifuran  Deso lnl yang dimoksud  dengan:

1.         Pemerintahan   Daerah  adolah  Pemerlntah  Daerah  dan  Dewan   Perwakilan   Rakyat  Daerah
yang  meyelenggarakan  urusan  pemerintahcin  menurut  asas  otonomi  dan  tugc]s  pembontuan
dengan  prinsif  olonomi  seluos-luasnya  dalam  sistem  dan  prinsif  Negcirci  Kesatuan  Republik
Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia
Tcihun  1 945.

2.         Provinsi adalah provinsi Jawa  Barat.

3.         Kabupaten adalah Kabupaten Bandung.

4.         Desa  adcllcih  desa  dan  desa  adat  citau yang  disebul  dengcln  name  lain,  selaniutnya  disebut
Desa,  adalah  kesatucin  mosyarakat  hukum  ycing  memiliki  batas  wilciyah  yang   berwenang
untuk   mengcltur   dan   mengumus   urusan   pemerintahan,   kepentingan   masyarakat   setempat
berdasarkon  prakarsa  masyarc]kat,  hak osal  usul,  dcin/atau  hak tradisioncil  yang  dic]kui  dan
dihormati dalam sistem  pemerintahan Negaro  Kescitucin  Republik Indonesia.



5.         Pemerintahan    Deso    adalah    penyelenggoraan    urusan    pemerintahan    dan    kepentingan
masyarokat serempat dalam sistem  pemerintahan Negcirci Kesotuan Republfk Indonesia.

6.         Pemerintah   Desa   odolah   kepala   Desa   otau   yang   disebut   dengan   namci   laln   dlbantu
perangkat Desci sebagai unsur penyelenggcira  Pemerinlahan Desa.

7.         Badan  Permusyciwcirafan  Deso  yang  selaniutnyo  disingkat  BPD  atau  yang  disebut  dengan
namc]   lain   adalc]h   lembaga   yang   melaksanakan   fungsi   pemerintahan   yang   anggotonya
merupakan  wakll   dari   penduduk  Desci   berdascirkon  keter\^/akf lan  wlloyah  dan  diterrapkcln
seco ra demokratis.

8.         Keiiangan  Desa  adaloh  semua  hak  dan  kewaiiban  Desa  yang  dapcil  dinilai  dengan  uang
serta  segala  sesuatu  berupo  uang  dan  barang  yang  berhubungan  dengan  pelc]ksclnaan hak
dan kewaiibcin Deso.

9.         Pengelolaan   Keuangan   Desa   adcilah   keseluruhan   keglaton   yang   meliputi   perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung|awaban keuangan Desa.

10.      Rencana   Keria   Pemerintah   Desa,  selciniutnya   disebut   RKP   Deso,  adalah   peniabaran  dari
Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Desa  untuk ic]ngka wciktu  1  (satu) tohun.

11.      Anggaran   Pendapatan   dan   Belania   Deso,  selclniutnyo  disebut  APB   Desa,   cidalah  rencana
keuangon tohunan pemerinlcihon Desa.

12.      Penerimoan Desa adaloh uong yang masuk ke rekening kas Deso.

13.      Pengeluaran Desa  odcllah uong yang  keluar dciri  rekening kas Desa.

]4.      Pendopoton  odalah  semuo  penerimcicin  Desa  dolam  I   (satu)  tcihun  anggaron  yang  menjodl
hak Descl  dan rldak perlu dikembalikan oleh Desa.

15.       Belania  Desa  odalah  semuo  pengeluciran  yang  merupokan  kewciiiban  Desa  dalom   1   (satu)
tahun clnggaran yang tidak akan diterimci kembali oleh Desa.

16.      Pembiayaan   Desa   adaloh   semuo   penerimaan   yang   perlu   dibayar   kemboli   dan/atau
pengeluoran  yang  akan  dilerimci  kemboli,  boik  padci  tcihun  c)nggaran  ycliig  bersc]ngkutan
maupun pada fahun onggaran berikutnya.

17.      Pemegang   Kekuosclan   Pengelolaan   Keuangan   Desa,   yang   selaniutnya   disingkat   PKPKD,
adcilah    kepala    Desa    alau    sebulan    nana    lain    yang    kareno    iabatannyc]    mempunycii
kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengeloloan keuangcln Deso.

18.      Pelaksana  Pengelolaon  Kei/ongon Deso, ycing selaniutnyo  dislngkat PPKD, odolclh perongkat
Desa  yang  melaksanakan  pengelolaan  keuangan  Desa  berdosarkan  keputwsan  kepala  Desa
yang  menguasokan sobogicln kekucisoon  PKPKD.

19.      Sekretoris   Desa   adalah   perangkot   Desa   yang   berkedudukcin   sebagoi   unsur   pimpinan
sekretaricit Desa yang menialankan tugas sebagai koordinator PPKD.

20.      Kepalo  Seksi,  yang  selaniurnya  disebut  Kasi,  odoloh  perangkot  Deso  yang  berkedudukan
sebagal pelaksclna teknls yang  men|alonkan tugos  PPKD.

21.       Rekening   Kc]§   Desa   adalah   rekening   tempat   menyimpan   uang   Pemerintahan   Desa   yang
menompung  seluruh  penerimaan  Desa  dan  digunakcin  untuk  memboyor  seluruh  pengeluaron
Deso dalam  I  (satu) rekening  pada  Bank yang dite.apkan.

22.      Badan  Usaho  Milik  Desci,  selaniutnya  dlsebut  BUM  Desci,  adalah  badon  usoho  yang  seluruh
atau  sebagian  besar modalnya  dimiliki  oleh  Desa  melaluf  penyerlaan secara  langsung  yang
berc]sal  dciri  kekoyaan  Desa  yang  dipisahkan  guna  mengelola  oset,  iosa  pelaycinon,  dan
usc]ha loinnya unluk sebesar-besomyo keseiahteraan masyarakat Desa.

23       Danci  Codongan  adalah  dana  yang  disisihkan  guna  mendonai  kegiotan  yang  memerlukon
dana relatif besor yang tidok dapot dipenuhl dalam salu lc)hun anggaran.

24.      Surplus Anggaron Deso odaloh §elisih lebih anlara  pendapatan Desa dengan belanio Desa.

25.      Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang anlara  pendapcitan Desa dengan belania Desa.

26.      Siso  Lebih  Perhilungcin Anggaran yang  selaniutnya  disebut SiLPA adalah  selisih  lebih  realisasi

penerimaan dan pengeluaran onggciran selcimo sotu periode cinggaron.

27.      Dokumen   Pe[ciksqnc]an  Anggaran   ycing   selaniutnyci   disingkat  DPA   adolah  dokumen  yang
memuot  rincian  sefiap  kegiatcln,  clnggciran  yang  disediakon,  dan  rencanc]  penorikan  dana
untuk kegTatan  yang  c]kan dTlaksanokan  berdasarkan kegiatcin yang telah  dilefapkan dalam
APBDesa.

28.      Dokumen   Pelaksanaan    Perubahan   Anggaran   yang   selaniutnya   disingkat   DPPA   odolah
dokumen  yang  memucit perubahan  rinclan kegtatan, anggaron yang  dlsediakan dan  rencano
penarikon  dana  untuk  kegiaton  yang  akan  dilclksanclkan  berdasarkan  kegialcin  yang  telah
ditetapkan dalam  Perubahon APB Desa dan/atau Perubahan Penicibaron APB Desa.



29.      Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran  Loniutan yang  selaniutnya  disingkat  DPAL adaloli  dokumen
yang memuol kegiatan, anggaran dan rencana  penarikan dana untuk kegiatan lan|utan yang
anggarannya  berascil dori StLPA tcihun anggaran sebelumnya.

30.      Pengadaan  barang/icisa  Desa  yang  seloniutnya  disebut  dengan  pengadaan  barang/iaso
ada[clh   kegiatan   untuk   memperoleh   barang/jasa   oleh   Pemerintah   Desa,   balk   dilakukan
melalui swclkelolo dan/citau penyedia borcing/iaso.

31.    `Rencana  Anggaran  Kas  Deso  yang  selaniutnya  disebut  RAK  Desa   adalah  dokumen  yang
memuo. arus  kas mosuk dan  arus  kas  keluar yang  digunclkon  mengotur  penarikan  dane  dart
rekening   kas   untuk   mendanai   penge[uaran-   pengeluaran   berdasarkan   DPA   yang   telah
disahkan oleh kepala Deso.

32.      Surcit  Permintoon  Pembaycircin  yang  selaniutnya  disingkcif  SPP  odolah  dokumen  pengciiuan
untuk mendanai kegialan pengadaan barang dcin jasa.

33.      Aporat  Pengawas  lntemal   Pemerintah  yang  selan|utnya  disingkal  APIP  adalah  inspektorat
ienderal  kcmentericin,  unit   pengawclsan  lembaga   pemerinlah  nan  kementerian,  inspektorat
dclerah provinsi, dcin inspektorot daerah kabupclten/ kota.

BAD  11

PROGRAM  PEMERINTAH  DESA

Pasal  2

Perubahan RKP Desa Naniung Mekar Tohun 2024 disusun dengan sistemotika sebogoi berikut :

BAD  I                                :       PENDAHULUAN

Dalam  bob fnl dluraTkan  penielasan tenlang  later belakang, maksild dan dasar
hukum  penyusuan, serta slstematika penyusunan.

BAD  ll                           :      GAMBARAN  UMUM  KEBIJAKAN  KEUANGAN  DESA

Bclb     ini     mengurciikan     gambaran     keucingan     Desa     berdosarkan     basil
pencermatan  pogu  indlkafif  Desa,  perkiroan  pendapatan  Desa  berdosorkcin
pendapatan  aslf  Desa,  swadaya  masyorakal  Desa,  serta  bantuan  keuclngan
dori pihak ketiga.

BAD  Ill                          :      PRIORITAS  PROGRAM, KEGIATAN,  DAN  ANGGARAN  DESA

Bob   ini   menguroikan   perencanaan   program   dan   kegiclTan   yclng    disertai
anggaran  Desa  yang  dlkelola  oleh  pemerintah  Desa;  yang  dlkelola  melalul
Ker|a  Sama  Antar  Desa  dan  /  atou  Ker|a  Soma  Dengan  Pihak  Ketlgci;  don
yang  dikelola  oleh  Desa   sebogai  Kewenangan   Penugasan  dari  Pemerinlah,
Pemerintah Dcleroh  Provinsi, dcm  Pemerintoh Kobupciten.

BAB  IV                         :      PELAKSANA KEGIATAN  DESA

Bob  lnl  menguraikan  pelaksana  keglatan  Desa  sesual  ienis  rencana  keg(atan
yang tertuang dalam rancangan RKP Deso.

BABY                             :       PENUTUP

Bob  ini  menguraikan  tentang  kesimpulan  dan  harapan  terkait  dokumen  RKP
Desa,

LAMPIRAN -LAMPIRAN

Pascll  3

(1)           RKP   Desa   Tahun   2024   adalah   Dokumen   Desa   untuk   periode   1    (satu)  tahun   yaitu  yang
dlmulaf pada langgal  1  Januari 2024 dan berakhir pc[dcl tanggol  31  Desember 2024.

(2)           RKP  Desa  disusun  oleh  Pemerintah  Desc]  sesucii  dengc]n  informosi  dart  pemerintah  daerah
kcibupaten   berkoitan   dengan   pogu   indikotif   Desa   dan   rencana   kegiatcin   Pemerintclh,
pemerintcih daeroh Provinsi, dan pemeritah daerah kabupaten.

(3)           RKP  Deso  bertu|uan  untuk menyiopkan  Doftar  usulan  Renccina  Keg]atan  pembangunan  Desa
utuk  dianggorkan  dalclm  APB  Desa,  APBD  Kabupaten,  APBD  Provinsi,  APBN,  pihak  ketiga
maupun swadoya mclsyarakot.

(4)           RKP  Desa  sebagaimana  dimaksud   pado  ayal  (2)  berfungsi  sebagai  pedomcln  penyL/sun
Rancangan APB Desa Tahun Anggoran 2021.

Pasal 4

(1)           RKP   Desci   sebagoimana   dlmaksud   dalam   Pcisal   3   memuat   renconcl   penyelenggaraan
Pemerintohan     Desci,     peloksanoan     pembongunon,    pembinaan    kemasyarakatcin,    dan
pemberdciyoan mclsyarakat Desa.



(2)           RKP  Desa  sebagaimancl  dimaksud  pada  ayat  (2),  berisi  prioritos  program  dan  kegiatan
yang didancli:
a.       Pagu indikcitif Deso;
b.       Pendcipaton asli Desa;
c.       Swadaya mosyarokot Desa;
d.       Bantuan kuangon dori pihak ketiga;
e.       Bontuan keuangan dari pemerintah doerah provlnsl; dan
f.        Bcintuan keuangan dart pemerintah daerah kabupa.en /kola.

(3)           Prioritos,   program   dan   keglatan   sebclgaimana   dimaksud   pado   oyat   (2),   dirumuskan
berdasorkon penilaian terhadap kebutuhan mclsyarokat Descl yang meliputi:
a.      Peningkc]lan kapasitas penyelenggaroan pemerintohan Deso;
b.      Peningkcitan kualitas dan akses terhadap peloyanan dasar;
c.       Pembanguncin      dan      pemelfharcian      infrastruktur      dan      lingkungan      berdasarkan

kemompuon teknis dan sumber dclya  lokal yang tersedio;
d.      Pengembangan ekonomi pertanian berskala  produktif;
e.       Pemamfacilc]n teknologi tepot guncl  untuk kemaiucln ekonomi;
f.       Pendaycigunaan sumber daya alam;
9.      Pelestarian adat istiadat don sosial budayo Desa;
h.      Peningkatan   kualftas   ketertiban   don   ketentraman   mclsyarokot   Desa    berdosorkan

kebuTuhan masyarakat Deso; don
i.       Peningkalan kapasitas masyarakat dcin lembcigcl kemasyarokcitan Desa.

Pasal 5
Dalam  rangka  menyusun  Rancangan  APB  Deso  Naniung  Mekar Tahun  Anggciran  2024  Pemerlntah
Desa    Noniung    Mekar   menggunokan    Perubahan    RKP    Desa    Tahun    2024    sebagcli    pedoman
penyusunan Kebiiakan Umum APB Desa serta  prioritas dan plafon ang6aran sementora tahun 2024
serta  sebagai  ruiukan  rencana  kericl  Lembaga  Pemerintah  Deso  dan  Lembagci  Kemasyarakatan
Desa    Tahun    2024    dalam    rangko    mewuiudkon   konsistensi    perencanaon    pembangunan   dan
penganggaran.

Pasal 6
Kaidah-kaidah  pelakscinaan  Perubahan  RKP  Deso Tohun 2024.
1)            Dalam      rangkci      pengendolian      kebiiakan      rencaria      pembangunan,      Kepalcl      Desa

mengkoordinasikan, melakukon  pemanlauan dan evaluasi terhadap kegiaton pembangunan
Desa yang df loksanakan oleh perangkat Deso dan/otou unsur mc]syarakat Deso.

2)            Pelaksanaan keglatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayal (1 ) meliputi:
a.       Pembanguncfn Desa  berskala [okal Desa; dan
b.       Pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke Desa.

3)            Pelaksanaan  pembangunan  Desa  yang  berskalcl  Iokcil  sebagciimona  dimaksud  pada  oyot
(2)  huruf  a,  dikelola  melalui  swakelola  Desa,  kericisama  cintar  Desa  dan/atau  keriasama
Desa  dengon  p]hak ketigcl.

4)            Kepala     Desa     mengoordinasikan     persiapan     don     pelakscinaan     pembangunan     Desa
sebagaimana dlmaksud  pada ayat (1 ) terhltung seiak ditetapkan APB Desa.

5)             Kercingko    Pendapaton,    Belonicl    dan    Pembioyaon    yang    lercantum    dcilcim    RKP    Deso
merupakan    pagu    indikcltif   yang    dapc[t    berubcih   sesuai    perkembangan    pembahason
cinggciran  bersamc.  BPD.

6)            Program       dcin       keglatan       yang       terruang       dalam       RKP       Desa       tldak       dapat
berubah/berfamboh/berkurang     kecuali     do[am     hal     terdapat     pengalokasian     dari
pusaf/provinsi/kcibupaten sesuai peruntukan beserta pendcipingannya.

BAD  1„

PERUBAHAN  RKP  DESA
Pasal 7

(I )           RKP Desa  dapat diubah dalam hal :
a.      Teriodi  peristiwcl  khusus,  seperti  bencano  alam,  krisis  ekonomi,  dan/atau  kerusuhan

sosicil yang  berkepaniangon; atciu
b.     Terdapat    perubahan   mendasar   otcis   kebiiakcin    Pemerintah,    pemerintah    daerah

provinsi, don/atou perintah daerah kabupaten/kota.
(2)           Da[am  hal ter|adi  perubcfhan  RKP  Desa  dikarenakan teriadl  peristlwa  khusus sebagalmana

dimaksud  pada oyat (1 ) huruf a, kepc][a  Desc] melaksanakon kegiatan sebagai berikut :
a.      Berkoordinasi   dengan   pemerintcih   kabupaten/kota   yang   mempunyai   kewenangan

terkait dengan keiadian khusus;
b.      Mengkc]ii   ulang   kegioton   pembangunan   dalam   RKP   Desa   yang   tei.keno   dompok

teriodinya  peristiwci  kliusus;
c.       Menyusun rcincangon kegiatan yang disertai rencana kegiatcin dan RAB; dan
d.       Menyusun  rancangcin  RKP  Desa  perubohan.

(3)           Dolam  hal  teriodi  perubohan  RKP  Desa  dlkarenokan  perubahan  mendclsor  alas  kebiiakan
sebagaimc]na   dimaksud   pada   ayat   (1)   huruf   b,   kepado   Desa   melaksc]nakan   kegiatan
sebagoimono berikut :
a.      Mengumpulkan dokumen  perubahan mendasar atas kebiiokan  pemerintah,  pemerintoh

daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten;
b.      Mengkoii   ulong   kegiatan   pembcingunon   dcllam   RKP   Desa   yang   lerkena   dampak



teriadinya    perubahon   mendasor   atas   kebiiclkon    Pemerintoh,   pemerintah   daerah
provins], dan/atau pemerintah dcierah kabupaten;

c.       Menyusun ranccingan kegiclton yang disertai rencano kegaiton dan RAB; dan
d.      Menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

Pasol 8
Perubahan RKP Desa sebagciimana dimaksud dcllam Pasal 7 ditelapkan dengan Peraluran Desa.

Posol 9
Uroian   lebih   lon|ut   mengenai   dokumen   RKP   Desa   Naniung   Mekor   Tahun   2024   sebagaimana
tercantum dalam lampiron merupakan bagian lldak lerplsahkan dari Peroturan Desa ini.

BAD  IV

KETENTUAN  PENUTUP
Pasal  10

Peraturon  Deso ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setlap  orang  dapot  mengetahui,  memerintahkan  pengundongan  Peraturan  Desa  ini  dalam
Lembaron Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkcln di Noniung Mekar

pada

Dlundangkan di Nclniung Mekor

padci tanggal   22 Desember 2023

SEKRETARIS DEflrtyN,GMEKAR

METI  NURWATI

LEMBARAN  DESA NANJUNG MEKAR TAHUN  2023  NOMOR  8



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN RANCAEKEK

DHSA NANJUNG MHKAR
JI. Nanjung Mekar Tlp. 022-87836771  Rancaekek Bandung Kode Pos 40394

KABUPATEN BANDUNG

KEPUTUSAN KEPAIA DESA NANJUNG MEKAR
Nomor:  188/86.a/2013/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2025

DESA NANJUNG MEKAR KECAMATAN RANCAEKEK
KABUPATEN BANDUNG

Menimbang
KEPALA DESA NANJUNG MEKAR

a.    bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 36
ayat  (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal   dan  Transmigrasi  Nomor  21   Tahun  2020
tentang   Pedoman   Umum   Pembangunan   Desa   dan
Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  sebagaimana  diubah
dengan Peraturan Menteri Desa,  Pembangunan Daerah
Tertinggal   dan   Transmigrasi   Nomor   6   Tahun   2023
tentang Peraturan Menteri Desa,  Pembangunan Daerah
Tertinggal  dan  Transmigrasi  Nomor  21   Tahun   2020
tentang   Pedoman   Umum   Pembangunan   Desa   dan
Pemberda.yaan      Masyarakat     Desa,      Kepala     Desa
mempersiapkan   penyusunan   rancangan   RKP   Desa
dengan membentuk tim penyusun RKP Desa;

b.   bahwa      berdasarkan      pertimbangan      sebagaimana
dimaksud   dalam   hunrf  a,   maka   perlu   menetapkan
Keputusan   Kepala   Desa   Nanjung   Mekar   Kecamatan
Rancaekek Kabupaten Bandung tentang Tim Penyusun
RKP Desa Tahun 2024, Desa Nanjung Mekar Kecamatan
Rancaekek Kabupaten Bandung;

Mengingat            :    1.     Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004  tentang sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

2.     Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa
(Lembaran   Negara  tahun   Republik   Indonesia  Tahun
2014  Nomor  7,  Tambahan  I.embaran  Negara  Republik
Indonesia   Nomor   5495)   sebagaimana   telah   diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun  2024  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara  tahun  Republik  Indonesia  Tahun  2024  Nomor
77,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
NomQr 69 14};

3.     Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2008  tentang
Tahapan,   Tatacara   Penyusunan,   Pengendalian   dan
Evaluasi  Pelaksanaan  Rencana  Pembangunan  Daerah



(Lembaran  Negara      Republik        Indonesia        Tahun
2007         Nomor      82,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 4737};

4.     Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  tentang
Peraturan    Pelaksanaan    Undang-Undang    Nomor    6
Tahun  2014  tentang Desa  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia     Tahun     2014     Nomor     123,     Tambahan
Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Nomor   5539)
sebagaimana   telah   beberapa   kali   diubah,   teralchir
dengari  Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2019
tentang  Perubahan  Kedua  atas  Peraturan  Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa
(Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2014
Nomor   123,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Nomor 5539) ;

5.     Undang-Undang     Nomor     1     Tahun     2022     tentang
Hubungan   Keuangan   antara   Pemerintah   Pusat   dan
Pemerintah     Daerah     (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia Tahun  2022  Nomor  4,  Tambahan lzem.baran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757) ;

6.     Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  tentang
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia     Tahun     2014     Nomor     123,     Tambahan
Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Nomor   5539)
sebagaimana   telah   beberapa   ka]i   diubah,   teralchir
dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2019
tentang  Perubahan  Kedua  atas  Peraturan  Pemerintah
Nomor   43   Tahun   2014   tentang   tentang   Peraturan
Pelaksanaan   Undang-Undang  Nomor   6   Tahun   2014
tentang  Desa   (Lembaran   Negara   Republik  Indonesia
Tahun  2014  Nomor  123,  Tambahan  I.embaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) ;

7.     Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2017  tentang
Pembinaan       dan       Pengawasan       Penyelenggaraan
Pemerintahan    Daerah    (Lembaran    Negara    Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan I.embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8.     Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019  tentang
Pengelolaan    Keuangan    Daerah    (Lembaran    Negara
Republik Indonesia Tahun  2019  Nomor 42,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;

9.     Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2021  tentang
Badan  Usaha  Milik  Desa  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2021  Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

10.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  2023  tentang
Pengelolaan   Transfer   ke   Daerah   (I+embaran   Negara



Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor loo, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883) ;

11.  Peraturan  Menteri   Dalam  Negeri  Nomor   111   Tahun
2014   Tentang   Pedoman   Teknis   Peraturan   Di   Desa
(Berita  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2014  Nomor
2091);

12.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015
tentang  Evaluasi  Perkembangan  Desa  Dan  Kelurahan
(Berita  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2015  Nomor
2037);

13.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang   Kewenangan   Desa   (Berita   Negara   Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

14.  Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   Ilo   Tahun
2016   tentang   Badan   Perlnusyawaratan   Desa   (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

15.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang   Tata   Cara   Perencanaan,   Pengendalian   dan
Evaluasi  Pembangunan  Dacrah,  Tata  Cara  Evaluasi
Rancangan     Peraturan     Daerah     Tentang     Rencana
Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah    Dan  Rencana
Pembangunan  Jan9ha  Menengah  Daerah,  serta  Tata
Cara    Perubahan    Rencana    Pembangunan    Jan8ka
Panjang       Daerah,    Rencana   Pembangunan   dangka
Menengah   Daerah,   dan   Rencana   Kelja   Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor  1312);

16.  Peraturan Menteri Dalam Negeri NomQr 96 Tahun 2017
tentang   Tata    Cara    Kelja    Sama    Desa    di    Bidang
Pemerintahan  Desa  (Berita  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2017 Nomor  1444);

17.  Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Republik   Indonesia
Nomor       18       Tahun       2018       tentang       Lembaga
Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

18.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang  Pengelolaan   Keuangan   Desa   (Berita  Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

19.  Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah  (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

20.  Peraturan     Menteri     Desa,     Pembangunan     Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
16   Tahun   2019   tentang   Musyawarah   Desa   (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

21.  Peraturan     Menteri     Desa,     Pembangunan     Daerah
Tertinggal,  Dan  Transmigrasi  Nomor   18  Tahun  2019
tentang  Pedoman   Umum   Pendampingan   Masyarakat



Desa  q3erita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2019
Nomor  1262)  sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pen.bangiman
Daerah Tertinggal,  Dan Transmigrasi Nomor  18 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Desa,       Pembangunan      Daerah      Tertinggal,      dan
Transmigrasi  Nomor  18 Tahun  2019  tentang Pedoman
Umum Pendampingan Masyarakat Desa  (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 317);

22.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang    Klasifikasi,    Kodefikasi,     dan    Nomenklatur
Perencainaan   Pembangiman   dan   Keuangan   Daerah
(Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2019  Nomor
1447);

23.  Peraturan     Menteri     Desa,     Pembangunan     Daerah
Tertinggal,   dan  Transmigrasi  Nomor  21   Tahun  2020
tentang   PedQman   Umum   PembangLman   Desa   dan
Pemberdayaan     Masyarakat     Desa     (Berita     Negara
Republik     Indonesia     Tahun     2020     Nomor     1633)
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Menteri
Desa,       Pembangunan      Daerah      Tertinggal,      dan
Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan
atas  Peraturan  Menteri  Desa,   Pembangunan  Daerah
Tertinggal,   dan  Transmigrasi  Nomor  21   Tahun  2020
tentang   Pedoman   Umum   Pembangunan   Desa   dan
Pemberdayaan     Masyarakat     Desa     (Berita     Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);

24.  Peraturan     Menteri     Desa,     Pembangunan     Daerah
Tertinggal,   Dan  Transmigrasi   Nomor   3   Tahun   2021
tentang  Pendaftaran,  Pendataan  Dan  Pemeringkatan,
Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang
dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan  Usaha
Milik  Desa  Bersama  (Berita Negara Republik Indonesia
Taliun 2021  Nomor 252);

25.  Peraturan     Menteri     Desa,     Pembangunan     Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
7  Tahun  2023  tentang  Rincian  Fhioritas  Penggunaan
Dana  Desa  (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2023 Nomor 868);

26.  Peraturan     Menteri     Desa,     Pembangunan     Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
7 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus
Penggunaan  Dana  Desa  Tahun   2024   (Berita  Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 NQmQr 963};



27.  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  145  Tahun  2023
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);

28.  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  146  Tahun  2023
tentang     Pengelolaan     Dana     Desa     Setiap     Desa,
Penyaluran,    dan    Penggunaan    Dana    Desa    Tahun
Anggaran   2024    q3erita   Negara   Republik   Indonesia
Tahun 2023 Nomor 1052);

29.  Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023
tentang  Rencana  Pembangunan  Daerah  Provinsi  LJawa
Barat Tahun 2024 -2026;

30.  Peraturan   Daerah   Kabupaten   Bandung   Nomor    13
Tahun    2007    tentang   Pedoman   Pembentukan   dan
Penyusunan     Peraturan     Desa     (Lembaran     Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 13);

31.  Peraturan   Daerah    Nomor    6   Tahun   2022    tentang
Pengelolaan    Keuangan    Daerah    (Lembaran    Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 6);

32.  Peraturan   Bupati   Nomor   169   Tahun   2021   tentang
Pedoman   Pengeloalaan   Keuangan        Desa        (Berita
Dacrah Kabupaten  Bandrmg Tahun 2021 Nomor 169);

33.  Peraturan  Bupati  Bandung  Nomor  278  Tahun  2023
tentang       Pedoman       Pengelolaan       Alokasi       Dana
Perimbangan   Desa   di   Kabupaten   Bandung   (Berita
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 278);

34.  Peraturan   Bupati   nomor   116   Tahun   2023   tentang
Pedoman    Pemberian    Bantuan    Keuangan    Khusus
Kepada Pemerintah Desa;

35.  Peraturan  Bupati  Bandung  Nomor  279  Tahun  2023
PedQman Pengelolaan Dana Desa;

36.  Peraturan   Bupati   Bandung   Nomor   3   Tahun   2022
Tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Pembentukan  Rukun
Tetangga dan Rukun Warga di Kabupaten Bandung;

37.  Peraturan   Bupati   Bandung   Nomor   41   Tahun   2022
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor  154
Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

38.  Peraturan  Desa  Nanjung  Mekar  Nomor  6  Tahun  2023
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Tahun  Anggaran  2024-2029  (Lembaran  Desa  Nanjung
Mekar Tahun 2023 Nomor7).

Memperhatikan  :     Hasil Musyawarah Pembentukan Tim  Penyusun RKP Desa
Tahun  2024  pada  Hari  Senin Tanggal    11  Desember  2023
yang  bertempat  di  Balal  Desa  Nanjung  Mekar  Kecamatan
Rancaekek Kabupaten Bandung.

REMUTUSEN
Menetapkan        :
KESATU               :     Membentuk dan menetapkan Tim penyusun Rencana Keq.a



Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024, dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tercantum dalani lampiran yang
merupakan t]agian tidak terpisahhan din Keputusan ini.

KEDUA                 :     Menugaskan kepada Tim penyusun  RKP Desa Tahun 2024
sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:
1.   pencermatan  dan  penyelarasan  rencana  kegiatan  dan

pembiayaan Pembangunan Desa;
2.    pencermatan ulang RPJM Desa;
3.   penyusunan  rancangan  RKP  Desa  dan  Daftar  Usulan

RKP Desa; dan
4.   penyusunan rencana kegiatan,  serta desain teknis dan

rencana anggaran biaya kegiatan.

KETIGA                :     Segala  biaya  yang  berkenaan  dengan  pelaksanaan  tugas
Tim Penyusun Rencana Ken.a Pemerintah  Desa  (RKP Desa)
Tahun    2024    seba`gaimana   dimaksud    diktum    KEDUA
dibebankan  pada Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa
dan  sumber pendanaan lain yang tidak mengikat,  dengan
berpedoman     pada     ketentuan     peraturan     penmdang-
undangan yang berlaku.

KEEMPAT            :     Keputusan  ini  berlaku  sejak  tanggal  ditetapkan,  dengan
ketentuan  apabila  terdapat  kekeliman  didalamnya  akan
diadakan perbaikan sebagalmana mestinya.

Di tetapkan di  : Desa Nan].ung Mekar

SAIAHAH  Keputusan ini disampaikan kepada Yth`  :
Sdr. Kepala DPMD Kabupaten Bandung;
Sdr. Camat Rancaekek;
Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Nanjung Mekar
Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan



LAMPIRAN   Keputusan Kepala Desa Nanjung Mekar
Nomor      :  188/86.a/2013/2023
Tentang   : Pembentukan    Tim    Penyusun

RKP Desa Tahun 2024

KEANGGOTAAN TIM PENIUSUN
RENCAI\IA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2024

DESA NANJUNG MEKAR KECAMATAN RANCAEKEK
KABUPATEN BANDUNG

NO NANA JABATAN UNSUR

1` rm KosAsm> s`E Pembina` Kepala Desa

2. REDIYANA KAPISA, M.M Ketua Tokoh Pendidikan

3.
AGUS RAHMATULLOH, Sekretaris Peran8kat DesaS.Kom.I

4. KUshENA An88Ota Perangkat Desa

5. MUHAMAD HARIS An88Ota Un sur Masyarakat

6. WILDAN AKBAR An88Ota Unsur Masyarakat

7. ADI FLAHAYU An88Ota Unsur Masyarakat
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